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ABSTRAK 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan legalisasi asset berupa kegiatan 

pendaftaran tanah untuk pertama kali dalam rangka penerbitan sertifikat hak atas 

tanah bagi seluruh golongan masyarakat, terutama golongan ekonomi menengah serta 

golongan ekonomi rendah. Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

pendaftaran tanah melalui Program PTSL yang dilaksanakan di Kabupaten Dompu 

telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Menteri Agraria Nomor 

12 Tahun 2017. Rumusan masalah yang diajukan yaitu; bagaimana pelaksanaan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan Permen No. 12 Tahun 2017 di 

Kabupaten Dompu; dana pa yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan PTSL di 

Kabupaten Dompu. Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris. Data yang 

dikumpulkan dengan cara studi pustaka dan penelitian dilokasi obyek penelitian serta 

wawancara dengan narasumber yang terkait, kemudian diolah dan dianalisis 

menggunakan metode deskriptif. Kesimpulan akhir dari hasil penelitian ini yaitu 

menunjukan bahwa pelaksanaan PTSL di Kabupaten Dompu telah sesuai dengan 

peraturan yang berlaku dalam Permen No. 12 Tahun 2017, tetapi dalam 

pelaksanaannya tentu terdapat Kendala-kendala baik dari segi teknis dan yuridis 

seperti kondisi wilayah, aspek masyarakat dan lainnya. Saran yang penulis berikan 

terkait penelitian ini adalah kepada setiap unsur baik Kantor Pertanahan Kabupaten 

Dompu, Masyarakat maupun Pemerintah harus lebih meningkatkan kinerja tugas 

maupun tanggungjawabnya agar terjalin koordinasi yang baik antara pelaksana, 

pemohon dan pemerintah setempat, sehingga harapannya dapat meminimalisir 

kendala-kendala yang terjadi. 

Kata Kunci: Pendaftaran Tanah, PTSL, Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 

2017 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Tanah sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia sehari hari, bahkan 

dapat dikatakan setiap saat manusia berhubungan dengan tanah. Setiap orang 

memerlukan tanah tidak hanya pada masa hidupnya, tetapi sudah meninggalpun 

masih tetap berhubungan dengan tanah. Oleh sebab itu tanah adalah kebutuhan vital 

manusia.1 

Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Tanah adalah 

salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh Hukum 

Agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek 

yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan 

bagian dari permukaan bumi. Permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat 

diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-

sama dengan orang-orang lain serta badan hukum2. Tanah dalam pengertian yuridis 

adalah permukaan bumi, sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 

permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar.3 

                                                           
       1Mudjiono, Hukum Agraria, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1992. hlm. 1 

       2H.M Arba, Hukum Agraria Indonesia, SinarGrafika, Jakarta, 2015, hlm. 7 

       3Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 
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Dalam perkembangannya tanah menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi 

kelangsungan hidup manusia, hal ini menjadi penting karena tanah biasanya 

digunakan untuk mendirikan bangunan diatasnya seperti perumahan, gedung 
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perkantoran, dan lain lain. Selain itu tanah juga menjadi penting karena digunakan 

sebagai sumber mata pencahrian, dimana tanah dijadikan lahan pertanian, peternakan, 

perkebunan dan perikanan. 

Karena tanah memiliki peran didalam kehidupan, seringkali hal ini menimbulkan 

permasalahan yang sangat komleks didalam masyarakat. Antara lain masalah yang 

sering terjadi biasanya mengenai batas kepemilikan tanah. Masalah ini biasanya 

diperdebatkan oleh masyarakat yang belum memiliki tanda bukti kepemilikan atau 

sertifikat. Tidak adanya bukti yang kuat untuk membuktikan batas tanah kepemilikan 

sehingga hal ini akan menimbulkan konflik yang serius diantara masyarakat. 

Mengingat karena pentingnya peranan tanah bagi kelangsungan hidup manusia 

maka perlu dilakukannya pendaftaran tanah kepada yang memiliki otoritas yaitu 

pemerintah sehingga dalam hal ini tanah yang telah didaftarkan dapat memberikan 

jaminan kepastian hukum bagi pemilik tanah dan tidak menimbulkan konflik atau 

sengketa bagi pemiliknya didalam lingkungan masyarakat untuk kedepannya. 

Oleh karena pentingnya tanah, sudah sejak lama pemerintah Indonesia 

memandang serius masalah tanah. Pemerintah yang terbentuk pada era Kemerdekaan 

menyadari pentingnya pengaturan mengenai pertanahan termasuk pendaftaran tanah 

yang harus dituangkan dalam suatu undang-undang. Secara formal, kewenangan 

Pemerintah untuk mengatur bidang pertanahan tumbuh dan mengakar dari Pasal 33 

ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menegaskan 
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bahwa Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 

Negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.4 

Selanjutnya Presiden Soekarno membentuk Komisi Negara untuk menyusun 

bahan-bahan yang menjadi landasan hukum pertanahan takni dengan Penetapan 

Presiden Nomor 16 tahun 1948 tentang pembentukan Panitia Agraria Yogyakarta. 

Dari segi kelembagaan, Presiden menerbitka Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 

1955 tentang pembentukan Kementrian Agraria, yang tugasnya selain menyiapkan 

penyusunan hukum agraria juga bertugas menjalankan segala usaha untuk 

menyempurnakan kedudukan dan kepastian hak atas tanah bagi rakyat. Tanah 

dialihkan ke dalam Kementrian Agraria dengan tugas:5 

1. Pengukuran, pemetaan dan pembukuan semua tanah di wilayah Indonesia. 

2. Pembukuan hak-hak atas tanah serta pencatatan pemindahan hak-hak tersebut. 

Upaya Pemerintah Indonesia untuk membentuk Hukum Agraria Nasional yang 

akan menggantikan Hukum Agraria kolonial, yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 

1945 tidaklah mudah, pemerintah harus mengalami beberapa penggantian kepanitiaan 

yang berlangsung selam 12 Tahun sebagai suatu rangkaian proses yang cukup 

panjang. Maka baru tanggal 24 September 1960 Pemerintah berhasil membentuk 

Hukum Agraria Nasional, yang dituangkan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 

                                                           
       4Mhd.Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Pendaftaran Tanah Edisi Revisi Peraturan 

Pemerintah No. 13 Tahun 2010 tentang Jenis Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang 

Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010, hlm.1 

       5Ibid, hlm 80-82. 
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1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang lebih dikenal dengan 

sebutan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA).6 

Persoalan penyelenggaraan Pendaftaran Tanah mengenai tanah-tanah Indonesia 

baru mendapat penyelesaian secara prinsipil dengan diundangkannya Undang-undang 

Nomor 5 Tahun 1960, yang menetapkan Pasal 19 ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan 

pendaftaran tanah di Indonesia yang menyebutkan untuk menjamin Kepastian Hukum 

oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia 

menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai ketentuan 

pelaksanaan dari Pasal 19 ayat (1) UUPA, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 

10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, yang meliputi Kadaster dan Pendaftaran 

Hak.7 

Oleh karena Peraturan Pemerintah dinilai tidak memadai lagi dalam mendukung 

tercapainya hasil yang lebih nyata dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

tuntutan pembangunan, maka peraturan tersebut mengalami perlakuan 

penyempurnaan, dengan membuat aturan yang lebih lengkap. Untuk itulah terbitnya 

Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang dituangkan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai muatan atau isi, metode atau 

cara, asas, tujuan, lembaga, hasil, aspek hukum dan lain-lain dianggap penting dari 

peraturan yang baru tersebut.8 Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

                                                           
       6Urip Santoso, Op. cit, hlm. 41 

       7Ibid, hlm. 81 

        8Ibid, hlm. 91 
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1997 ini diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum yang lebih kuat 

bagi setiap orang atau pemilik yang memiliki hak atas tanahnya. 

Agar pemilik tanah bisa mendapatkan jaminan kepastian terhadap tanahnya perlu 

dilakukan pendaftaran tanah, karena dengan dilakukannya pendaftaran maka akan 

terbit sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi alat bukti dan kepada pemiliknya 

diberikan jaminan dan perlindungan hukum. Apabila terhadap tanah yang belum 

memiliki sertifikat dan ketika terjadi sengketa atau orang mengajukan tuntutan atas 

penguasaan tanah maka pemilik tanah sulit untuk membuktikan bahwa dirinya adalah 

pemilik yang sah atas tanah tersebut. 

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian 

yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang 

data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan 

buku tanah hak yang bersangkutan.9 

Dalam melakukan pendaftaran tanah tidaklah mudah, maka tidak sembarang orang 

yang dapat melakukannya, perlu melalui proses-proses administrasi yang telah 

ditentukan oleh pemerintah sebagai penyelenggara Negara. Pendaftaran tanah 

merupakan persoalan yang sangat penting dalam UUPA, karena pendaftaran tanah 

merupakan awal dari proses lahirnya sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu 

pentingnya persoalan pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan 

                                                           
       9Moh. Hatta, Bab-bab Tentang Perolehan dan Hapusnya Hak Atas Tanah, Liberty, Yogyakarta, 

2014, Hlm. 38 
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kepada pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah diseluruh Wilayah 

Indonesia.10 

 

Untuk melaksanakan perintah dari UUPA guna mewujudkan masyarakat yang sadar 

akan pendaftaran tanah, maka Pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) sebagai penyelenggara Negara di bidang pertanahan dalam hal ini mempunyai 

beberapa program antara lain adalah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). 

Dengan berlakunya undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan 

Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) dan Peraturan pelaksanaannya, pemerintah telah 

membuat suatu program atau kebijakan dalam meningkatkan pelayanan di bidang 

pertanahan yaitu pengadaan sertifikat secara massal dan serentak di berbagai wilayah 

Indonesia melalui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini 

dimaksudkan agar seluruh masyarakat baik dari golongan menengah sampai dengan 

golongan ekonomi rendah dapat memiliki sertifikat hak milik atas tanah dengan biaya 

murah. Program ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian 

hukum kepada para pemegang hak atas tanah. 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah program yang dibentuk 

pemerintah untuk melayani persoalan sengketa tanah. Guna mengurangi adanya 

permasalahan tanah. Sebagian besar anggaran dibiayai oleh Pemerintah yang berasal 

                                                           
       10Boedi Harsono, Hukum Agraria Nasional, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah Nnasional, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 

536 
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dari berbagai macam sumber. Adanya PTSL ini untuk meningkatkan kesejahteraan, 

mendorong ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. 

Tahun 2017 Kementrian ATR/BPN tengah menargetkan 5 juta bidang tanah 

untuk bisa disertifikatkan, namun seiring perkembangan telah terjadi pengurangan 

anggaran sehingga target berubah menjadi 2 juta bidang tanah saja. Pendaftaran tanah 

atau sertifikat tanah ini menjadi hal yang mendesak agar pemerintah bisa memberi 

jaminan kepastian hukum sesuai Pasal 19 UUPA. 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak memakan biaya yang besar 

karena merupakan program pemerintah. Pemerintah mengeluarkan anggaran untuk 

biaya pembuatan sertifikat, dan masyarakat hanya mengeluarkan biaya untuk 

transportasi aparat desa, biaya warkah dan biaya materai. 

Setelah tanah telah didaftarkan maka akan mendapatkan nomor induk tanah, 

sehingga semua data soal tanah bisa dicari di sistem komputer. Hal ini perlu 

disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan informasi yang benar dan 

lengkap agar tidak menjadi berita yang simpang siur dan berdampak negatif. 

Persayaratan untuk mendapatkan sertifikat diperlukan:11 

1. Data Fisik (Tanah dan Batasnya harus jelas) 

2. Data Yuridis (Data pendukung lainnya) 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di 

                                                           
       11Kecamatan Bandung Kulon, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL),Terdapat dalam 

http://kecamatanbandungkulon.org/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl/ ,di akses terakhir 

tanggal 12 Desember 2017 

http://kecamatanbandungkulon.org/pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-ptsl/
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seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa kelurahan atau nama 

lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan 

kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran 

tanah untuk keperluan pendaftarannya.12 

Dalam rangka memberi kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah di 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, diberikan penegasan mengenai 

sejauh mana kekuatan pembuktian sertifikat yang dinyatakan sebagai alat pembuktian 

yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum 

dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan di dalam 

sertifkat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam hal perbuatan hukum 

sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai 

dengan apa yang tercantum di dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan 

(Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Pasal 32 ayat (1) dan (2)). 

Kabupaten Dompu adalah salah satu Daerah yang berada di wilayah  Provinsi 

Nusa Tenggara Barat. Di Kabupaten Dompu terdapat 82.513 bidang tanah yang sudah 

terdaftar dengan luas 510.872.329 m2 , atau dengan prosentase tanah yang sudah 

terdaftar telah mencapai 77,99 %. Sedangkan bidang tanah yang belum terdaftar 

terdapat 23.284 bidang tanah dengan luas 144.107.318 m2 atau dengan prosentase 

tanah belum terdaftar mencapai 22,01%. Pensertifikatan tanah berdasarkan data yang 

ada belum mencapai 100% oleh karena itu masih harus terus dilakukan pendaftaran 

tanah guna tercapainya kepastian hukum. 

                                                           
       12Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 2017 
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Pensertifikatan tanah secara massal melalui Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap merupakan salah satu kegiatan pembangunan pertanahan yang mendapat 

tanggapan positif dari sebagian masyarakat Kabupaten Dompu. Untuk pelaksanaan 

PTSL Tahun 2017, wilayah Kabupaten Dompu mendapatkan jatah kuota sebesar 

9000 sertifikat dari pengadaan program PTSL, maka untuk itu Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu menargetkan 9000 bidang tanah yang akan terdaftar. Pelaksanaan 

program PTSL ini dilakukan sesuai rencana anggaran yaitu 1 Tahun anggaran kerja.  

Karena wilayah teritorial Kabupaten Dompu yang tidak terlalu luas serta jumlah 

keseluruhan penduduk yang terbilang tidak banyak, maka Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu dalam pelaksanaan PTSL dilakukan pada 4 Kecamatan yang 

berada dalam Wilayah Kabupaten Dompu, yang meliputi Kecamatan Dompu, 

Kecamatan Woja dan Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu’u. 13 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang 

berjudul “PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP (PTSL) BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA 

DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 

12 TAHUN 2017 DI KABUPATEN DOMPU”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

                                                           
       13Wawancara dengan Alfan Hidayat, Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, 31 Oktober 

2017 
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1. Bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu? 

2. Apa yang menjadi faktor kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Dompu? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, maka penelitian bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 Di Kabupaten Dompu 

2. Untuk mengetahui yang menjadi faktor kendala dalam Pelaksanaan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Dompu 

D. Manfaat Penelitian 

1. Sebagai bahan dalam memberi sumbangan pengetahuan atau pemahaman 

mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah kepada masyarakat luas, khususnya 

masyarakat yang ada di Kabupaten Dompu. 

2. Dapat menjadi bahan kajian masyarakat dan pemerintah khususnya BPN dalam 

meningkatkan pelayanan di bidang pendaftaran tanah. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah 

      Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang mengadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia adalah pemerintah. Namun dalam pasal 
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ini tidak menyebutkan instansi pemerintah mana yang mengadakan pendaftaran tanah 

tersebut. Begitu pula dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 

hanya menyebutkan bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan oleh jawatan 

pendaftaran tanah. 

 Baru dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 secara tegas 

menyebutkan bahwa instansi pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran tanah 

diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5 adalah Badan Pertanahan 

Nasional (BPN), selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (1) nya ditegaskan bhawa dalam 

rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan 

oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 

Pendaftaran tanah itu sendiri adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik 

dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah, 

termasuk pemberian sertifikat sebagai surat tanda bukti hak bagi bidang-bidang tanah 

yang sudah ada haknya. Hak atas tanah adalah hak sebagaimana diatur dalam Pasal 

16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.14 

 Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah 

(maintenance). Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran 

                                                           
       14Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 104 
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yang dilakukan terhadap objek pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan 

melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.15 

 Pendaftaran tanah secara sistematik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran 

tanah yang belum didaftarkan dalam wilayah atau bagian wilayah suatu 

desa/kelurahan. Pendaftaran secara sistematik diselenggarakan atas prakarsa 

Pemerintah berdasarkan pada suatu rencana kerja jangka panjang tahunan serta 

dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Dalam hal suatu desa/kelurahan belum 

ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik, pendaftarannya 

dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sporadik.16 

 Pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah 

atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Pendaftaran 

tanah secara sporadik dilaksanakan atas permintaan pihak yang berkepentingan, yaitu 

pihak yang berhak atas objek pendaftaran tanah yang bersangkutan atau kuasanya.17 

 Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftarn tanah, daftar 

nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

                                                           
       15Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 

Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 474. 

       16Ibid, hlm. 475. 

       17Ibid. 
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kemudia. Perubahan misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya, dibebaninya atau 

berubahnya nama pemegang hak yang telah didaftar. Agar data yang tersedia di 

Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang mutakhir, dalam Pasal 36 ayat 

(2) ditentukan bahwa para pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan 

perubahan-perubahan yang dimaksudkna kepada Kantor Pertanahan. Ketentuan wajib 

daftar itu juga ada dalam Pasal 4 ayat (3).18 

 Pemeliharaan data pendaftaran tanah ataupun selalu ada pemuktahiran 

pendaftaran tanah, yang meliputi continuous recording, yaitu setiap mutasi, 

pengikatan hak tanggungan dan pendirisan hak baru harus terus terekam, dan segala 

hal-hal yang berkaitan dengan tanah tersebut, seperti tanah tersebut disita, dibekukan 

karena kewarganegaraan yang empunya, karena pewarisan lelang dan sebagainya. 

a. Kegiatan pendaftaran tanah ntuk pertama kali meliputi:19 

1) Pengumpulan dan pengolahan data fisik 

2) Pembuktian hak dan pembukuannya 

3) Penerbitan sertifikat 

4) Penyajian data fisik dan data yuridis 

5) Penyimpanan daftar umum dan dokumen 

b. Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi: 

1) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 

                                                           
       18Ibid, hlm. 476 

       19A. P. Parlindungan, Pendaftaran Tanah di Indonesia (Berdasarkan PP No.24 1997) Dilengkapi 

dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998), Mandar Maju, 

Medan, 1999, hlm. 88 
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2) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. 

2. Tinjauan tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

 Dalam rangka mewujudkan kehadiran Negara di bidang pertanahan dengan 

memberikan jaminan kepastian hukum Hak Atas Tanah sebagai bukti hak 

kepemilikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah berkewajiban 

menyelenggarakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia. Oleh 

karena itu dirasa perlu untuk dilakukan percepatan pendaftaran tanah untuk mengejar 

prosentase tanah terdaftar yang masih di bawah 50% (lima puluh) persen hingga saat 

ini. Salah satu cara yang ditempuh Kementerian Agraria dan Tata Ruang adalah 

melalui program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (baik pendaftaran tanah 

pertama kali Konversi/Pengakuan/Penegasan Hak ataupun pendaftaran tanah pertama 

kali pemberian hak) yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek 

pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau 

nama lainnya yang setingkat dengan itu.20 

                                                           
       20http://kepri.atrbpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatan-pendaftaran-tanah-

sistematis-lengkap-66325.aspx, di akses padaTanggal 1 Maret 2018 

http://kepri.atrbpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx
http://kepri.atrbpn.go.id/Publikasi/Berita-Kantor-Pertanahan/percepatan-pendaftaran-tanah-sistematis-lengkap-66325.aspx
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 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan untuk mempercepat 

terwujudnya pendaftaran tanah diseluruh wilayah Indonesia, sesuai dengan amanat 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 19 ayat (1). 

 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diatur di dalam Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang 

dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang 

setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik 

dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk 

keperluan pendaftarannya.21 

 Adapun obyek dari pendaftaran tanah meliputi seluruh bidang tanah tanpa 

terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, Tanah 

Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Tanah Desa, Tanah Negara, 

tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah 

transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.22  

 Tujuan percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah 

untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas 

masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta 

                                                           
       21Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 

       22Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 
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akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan  kemakmuran masyarakat 

dan ekonomi Negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik 

pertanahan. 23  

 Salah satu tahapan dari kegiatan pendaftaran tanah adalah kegiatan pengumpulan 

data fisik, pengumpulan data fisik meliputi: 24 

a. Penetapan batas bidang tanah 

b. Pengukuran batas bidang tanah 

c. Pemetaan bidang tanah 

d. Pengumuman data fisik. 

Menjalankan prosedur dan memasukan data dan informasi yang berkaitan dengan 

data fisik bidang tanah di aplikasi KKP dengan berpedoman kepada ketentuan 

Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah. 

Pengumpulan data fisik dalam rangka percepatan pendaftaran tanah sistematis 

lengkap akan optimal hasilnya apabila dalam pelaksanaan pengukuran dan pemetaan 

bidang tanah dilaksanakan secara sistematis mengelompok dalam satu wilayah 

desa/kelurahan lengkap, disamping harus diduung dengan adanya ketersediaan peta 

dasar pendaftaran tanah. 

                                                           
       23Pasal 2 ayat(2)  Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 

       24http://www.geodetmanja.com/2018/01/ptsl-pendaftaran-tanah-sistematis.html, diakses pada 

tanggal 1 Maret 2018 

http://www.geodetmanja.com/2018/01/ptsl-pendaftaran-tanah-sistematis.html
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Tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sistematis 

lengkap mengelompok dalam satu wilayah desa/kelurahan lengkap diantaranya: 25 

a. Waktu pelaksanaan relatif lebih cepat dibandingkan pelaksanaan pengukuran 

dan pemetaan bidang tanah secra sporadik 

b. Mobilisasi dan koordinasi petugas ukur lebih mudah dilaksanakan 

c. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang belum terdaftar dan yang 

sudah terdaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan 

d. Dapat sekaligus diketahui bidang-bidang tanah yang bermasalah dalam satu 

wilayah desa/kelurahan 

e. Persetujuan batas sebeah menyebelah (asas contradictoir delimitatie) relatif 

lebih mudah dilaksanakan. 

f. Dapat memperbaiki/melengkapi peta dasar pendaftaran  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Dalam hal ini penelitian menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. 

2. Obyek Penelitian 

Dalam hal ini yang menjadi obyek penelitian adalah “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL) Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 di Kabupaten Dompu.” 

3. Subyek Penelitian 

Subyek yang akan diteliti adalah: 

                                                           
       25Ibid. 
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a. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu 

b. Kepala Kantor Kecamatan Woja 

c. Kepala Desa Kandai Dua 

4. Sumber Data 

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer adalah data yang di peroleh peneliti secara langsung dari subyek 

penelitian, yang hasilnya bersumber dari wawancara. 

b. Data Sekunder, adalah data yang diperoleh peneliti melalui studi kepustakaan, 

dengan mengkaji dan menelaah buku-buku, undang-undang, kamus, 

ensiklopedia dan tulisan-tulisan dari internet yang berkaitan dengan obyek 

penelitian. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara, yaitu pengumpulan data-data dengan cara mengajukan 

pertanyaan secara langsung dan lisan kepada narasumber atau subyek 

penelitian. 

b. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data-data dengan cara mencari, 

menemukan dan menelaah peraturan perundang-undangan atau literatur lain 

yang berkaitan dengan obyek penelitian. 

6. Pendekatan yang Digunakan 

Metode pendekatan adalah cara yang digunakan peneliti dalam memahami dan 

mendekati obyek penelitian. Metode pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah 

dengan metode Yuridis Empiris. Yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji 
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berdasarkan ketentuan-ketentuan perundang undangan yang berlaku dikaitkan dengan 

realita yang terjadi dilapangan dalam hal pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu sebagai penyelenggara 

pendaftaran tanah di Kabupaten Dompu. 

7. Pengolahan dan Analisis Data 

Setelah data yang diperoleh lengkap dan dikumpulkan, maka tahap selanjutnya 

adalah melakukan analisis data, mempelajari dan meneliti sebagai suatu yang utuh, 

sehingga data tersebut nanti akan dapat menjawab rumusan masalah yang penulis 

buat. Analisis dilakukan untuk menjawab pertanyaan sehingga dapat memberikan 

penjelasan atau jawaban secara logis sistematis. Analisis dilakukan melalui metode 

deskriptif kualitatif, sehingga menghasilkan kesimpulan akhir yang baik 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS 

LENGKAP 

 

A. Pendaftaran Tanah 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran Tanah diselenggarakan untuk menjamin kepastian hukum, 

pendaftaran tanah diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan 

pemerintah.26 

Guna menjamin kepastian hukum dari hak-hak atas tanah, disatu pihak UUPA 

mengharusakan Pemerintah untuk mengadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah 

Republik Indonesia, dan di lain pihak UUPA mengharuskan para pemegang hak yang 

bersangkutan untuk mendaftarkan hak-hak atas tanahnya. 

Pendaftaran tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian 

hak atas tanah itu bersifat rechtskadaster dan meliputi kegiatan-kegiatan:27 

a. Pengukuran, perpetaan (lebih tepat pemetaan), dan pembukuan tanah 

b. Pendaftaran hak-hak tersebut 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat. 

                                                           
       26Anita Dewi Anggraeni Kolopaking, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah 

di Indonesia, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm. 112 

       27Hasan Wargakusumah (et. Al), Hukum Agraria I Buku Panduan Mahasiswa, PT. Prenhalindo,  

Jakarta, 2001, hlm. 80 
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Selain Rechtskadaster, dikenal juga pendaftaran tanah untuk keperluan penetapan 

klasifikasi dan besarnya pajak (fiskal kadaster) 

Budi harsono merumuskan pengertian pendaftaran tanah sebagai suatu rangkaian 

kegiatan yang dilakukan secara teratur dan terus menerus untuk mengumpulkan, 

mengolah menyimpan dan menyajikan data tertentu mengenai bidang-bidang atau 

tanah-tanah tertentu yang ada disuatu wilayah tertentu dengan tujuan tertentu.28 

Pengertian pendaftaran tanah berdasarkan  Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyatakan: 

“Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 

pengumpulan, pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data 

fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 

haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 

satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya” 

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria 

yang diundangkan pada tanggal 24 September 1960, yang dikenal dengan UUPA, 

merupakan pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. UUPA merupakan landasan 

bagi pembaharuan hukum agraria guna memberikan jaminan kepastian hukum bagi 

masyarakat, sehingga dapat dicegah adanya sengketa anah. Sebelum berlakunya 

UUPA, hanya bagi tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat, misalnya hak 

                                                           
       28Ibid 
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eigendom, hak erpacht, hak opstal, dilakukan pendaftaran tanah yang tujuannya 

untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan kepada pemegangnya diberikan 

tanda bukti dengan suatu akta yang dibuat oleh pejabat balik nama.29 

Berkenaan dengan pendaftaran tanah, UUPA telah mengaturnya demi suatu 

kepastian hukum. Pendaftaran menjadi suatu kewajiban bagi pemerintah maupun bagi 

pemegang hak atas tanah. Kewajiban untuk menyelenggarakan pendaftaran tanah 

bagi Pemerintah diseluruh wilayah Republik Indonesia diatur dalam Pasal 19 

UUPA.30 

Dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, 

menyatakan, bahwa: 

(1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah, diadakan pendaftaran 

tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan 

yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

(2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini, meliputi: 

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan. 

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat. 

(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan 

masyarakat, keperluan lalu lintas sosial-ekonomi serta kemungkinan 

penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. 

(4) Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan 

pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat 

yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut. 

UUPA juga telah mengatur dengan mewajibkan pemegang hak milik, pemegang hak 

guna usaha,dan pemegang hak guna bangunan untuk mendaftarkan hak tanahnya.  

2. Asas-asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah 

                                                           
       29Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, 

hlm. 112 

       30Sahnan,  Op. cit, hlm. 109 
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Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan merupakan 

dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada pendaftaran tanah. Oleh karena 

itu, dalam pendaftaran tanah ini terdapat asas yang harus menjadi patokan dasar 

dalam melakukan pendaftaran tanah. Dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 

dinyatakan bahwa pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 

terjangkau, mutakhir, dan terbuka.31 Adapun penjelasan dari asas tersebut yaitu:32 

a. Asas Sederhana 

Asas ini dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedur 

pendaftaran tanah dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan, terutama para pemegang hak. 

b. Asas Aman 

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan petunjuk bahwa pendaftaran tanah perlu 

diselenggarakan dengan teliti dan cermat, sehingga hasilnya dapat ,memberikan 

jaminan kepastian hukum sesuai dengan tujuannya. 

c. Asas Terjangkau 

Asas ini dimaksudkan agar pihak-pihak yang memerlukan dapat menjangkaunya, 

terutama golongan ekonomi lemah.pelayanan yang diberikan dalam rangka 

penyelenggaraan pendaftaran tanah harus dapat terjangkau oleh pihak yang 

memerlukan. 

d. Asas Mutakhir 

                                                           
       31Supriadi, Hukum Agraria,Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 164 

       32Sahnan, Hukum Agraria Indonesia, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 106 
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Asas ini dimaksudkan sebagai kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaan 

dan kesinambungan pemeliharaan data pendaftaran tanah, data yang tersedia harus 

menunjukan keadaan yang mutakhir, sehingga perlu diikuti kewajiban mendaftar dan 

pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi. Asas ini menuntut dipeliharanya data 

pendaftaran tanah secara terus menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang 

tersimpan di Kantor Pertanahan selalu up to date, sesuai dengan kenyataan 

dilapangan. 

e. Asas Terbuka 

Asas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai 

data fisik dan data yuridis yang benar setiap saat (asas Keterbukaan). 

Selain asas diatas, didalam UUPA, menurut Sudikno Mertokusumo, dikenal ada dua 

asas dalam pendaftaran tanah, yaitu:33 

a. Asas Specialiteit 

Pelaksanaan pendaftaran tanah didasarkan pada peraturan perundang undangan 

tertentu, yang secara teknis menyangkut masalah: pengukuran, pemetaan dan 

pendaftaran peralihannya. Oleh karena didalam pelaksanaan pendaftaran dapat 

memberikan kepastian hukum hak atas tanah, yaitu memberikan data fisik tentang 

hak atas tanah seperti luas, letak tanah dan batas tanah yang ditunjuk secara tegas. 

b. Asas Openbaarheid 

Asas ini disebut juga dengan asas publisitas (keterbukaan) yaitu memberikan 

data-data yuridis tentang hak atas seperti siapa yang menjadi subjek hak, apa nama 

                                                           
       33Ibid, hlm. 105 
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dari hak atas tanah yang diberikan, serta apa yang terjadi setelah dilakukan peralihan 

dan pembebanan serta apa yang terjadi setelah dilakukan peralihan dan 

pembebanannya. 

Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendaftaran tanah di 

indonesia memiliki fungsi ganda yaitu memberikan kemudahan bagi mereka yang 

akan mendaftarkan tanahnya berdasarkan asas sederhana dan asas terjangkau serta 

memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin mengetahui mengenai pendaftaran 

tanah.34 

Asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka pada dasarnya adalah 

untuk mempermudah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya 

golongan ekonomi lemah, dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus 

bias terjangkau oleh para pihak yang memerlukan.35 

Adapun Pendaftaran Tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan 

kepastian hak atas tanah. Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-

pihak yang bersangkutan dengan mudah dapat mengetahui status atau kedudukan 

hukum daripada tanah tertentu dihadapinya, letak, luas dan batas-batasnya, siapa yang 

empunya dan beban-beban apa yang ada diatasnya.36 

                                                           
       34Jimmy Joses Sembiring, Panduan Mengurus Sertifikat Tanah, Visi Media, Jakarta, 2010, hlm. 

24-25 

       35A.P Parlindungan, Pendaftaran Tanah DI Indonesia, (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997), 

Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 77 

       36Efendi Perangin, Hukum Agraria di Indonesia suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi 

Hukum, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 95 
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Maka secara sederhana Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian 

hukum terhadap hak atas tanah, kepastian hukum tersebut meliputi:37 

a. Kepastian mengenai orang/badan hukum yang menjadi pemegang hak. 

b. Kepastian mengenai letak, batas bidang tanah, serta luas bidang-bidang tanah. 

Seiring dikarenakan kemajuan ekonomi, maka semakin bertambah banyak tanah 

rakyat yang tersangkut dalam kegiatan ekonomi. Bertambah banyak jual beli, sewa-

menyewa, pemberian kredit, bahkan juga timbulnya hubungan hukum dengan orang 

atau badan hukum asing.38 

Berhubung dengan itu, makin lama makin terasa perlunya jaminan kepastian 

hukum dan kepastian  hak dalam bidang agraria. Untuk memenuhi itulah UUPA 

dalam Pasal 19 memerintahkan kepada pemerintah untuk mengadakan pendafaran 

tanah seluruh wilayah Republik Indonesia. Dengan tegas Pasal 19 menyatakan 

bahwa, pendaftaran tanah tersebut perlu diadakan “untuk menjamin kepastian 

hukum”.39 

Berkaitan dengan tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 

3 PP Nomor 24 Tahun 1997, A.P Parlindungan mengatakan bahwa:40 

(a) Dengan diterbitkannya sertfikat hak atas tanah maka pada pemiliknya 

diberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, (b) di zaman informasi 

ini maka Kantor Pertanahan sebagai kantor di garis depan haruslah 

                                                           
       37Hermanes R, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Yayasan Karya Dharma Institut Ilmu 

Pemerintahan, Jakarta, 1983, hlm. 2 

       38Op. cit, hlm. 95 

       39Ibid  

       40A.P Parlindungan, Op. cit, hlm. 2 



28 
 
 

 
 

memeliharan dengan baik setiap informasi yang diperlukan untuk suatu 

bidang tanah, baik untuk pemerintah sendiri sehingga dapat merencanakan 

pembangunan negara dan juga bagi masyarakat sendiri. Informasi itu penting 

untuk dapat memutuskan sesuatu yang diperlukan dimana terlibat tanah, 

yaitu data fisik dan data yuridisnya, termasuk untuk satuan rumah susun, 

informasi tersebut bersifat terbuka untuk umum artinya dapat diberikan 

informasi apa saja yang diperlukan atas sebidang tanah/bangunan yang ada, 

(c) sehingga untuk itu perlulah tertib administrasi pertanahan dijadikan 

sesuatu hal yang wajar. 

Dalam rangka untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum, maka 

kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas 

tanah, sedangkan untuk melaksanakan fungsi informasi, data yang berkaitan dengan 

aspek fisik dan yuridis dari bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar, dinyatakan 

terbukti untuk umum (asas publisitas), sementara dalam hal mencapai tujuan tertib 

administrasi pertanahan, maka setiap bidang tanah atau satuan rumah susun, termasuk 

peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas tanah, dan hak milik satuan rumah 

susun wajib didaftar.41 

3. Objek Pendaftaran Tanah 

Adapun obyek pendaftaran tanah menurut ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang objek pendaftaran tanah meliputi: 

                                                           
        41Mhd. Yami Lubis dan Abd. Rahim Lubis, Op. cit, hlm. 169 
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a. Bidang-bidang tanahyang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna Usaha, 

HakGuna Bangunan dan Hak Pakai. 

b. Tanah Hak Pengelolaan 

c. Tanah Wakaf 

d. Hak Milik atas Satuan Rumah Susun 

e. Hak Tanggungan 

f. Tanah Negara 

Khusus tanah Negara sebagai obyek pendaftaran tanah, pendaftarannya dilakukan 

hanya dengan cara membukukan bidang tanah Negara dalam daftar tanah. Sedangkan 

khusus pendaftaran tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan 

tanah negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah 

Kabupaten/Kotamadya.42 

4. Sistem Pendaftaran Tanah 

Sistem pendaftaran tanah yang dipakai disuatu Negara tergantung pada asas 

hukum yang dianut negara tersebut dalam mengalihkan hak atas tanahnya. Terdapat 2 

macam asas hukum, yaitu asas iktikad baik dan asas nemo plus yuris. Sekalipun suatu 

Negara menganut salah satu asas hukum/sistem pendaftaran tanah, tetapi yang secara 

murni berpegang pada salah satu asas hukum/sistem pendaftaran tanah tersebut boleh 

dikatakan tidak ada. Hal ini karena kedua asas hukum/sistem pendaftaran tanah 

                                                           
       42H. M Arba, Hukum Agraria Indonesia,Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 161 
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tersebut sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga setiap negara 

mencari jalan keluar sendiri-sendiri.43 

Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan apa yang didaftar, bentuk 

penyimpanan dan penyajian data yuridisnya serta bentuk tanda bukti haknya. Ada dua 

macam sistem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran akta (registration of deeds) 

dan sistem pendaftaran hak (registration of titles).44 Lebih lanjutnya dijelaskan 

sebagai berikut: 

a. Sistem pendaftaran akta 

Dalam sistem pendaftaran akta, akta-akta itulah yang didaftar oleh Pejabat 

Pendaftaran Tanah (PPT). dalam sistem pendaftaran akta PPT bersifat pasif. Ia tidak 

melakukan pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. 

b. Sistem pendaftaran hak 

Dalam sistem pendaftaran hak, setiap penciptaan hak baru, dan perbuatan-

perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan 

dengan suatu akta, tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya 

yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahan 

kemudian. Akta merupakan sumber datanya. 

Adapun sistem pendaftaran yang digunakan dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 

adalah sistem pendaftaran hak (registration of titles), hal ini tampak dengan adanya 

buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang dihimpun 

                                                           
       43Adrian Sutedi, Op. cit, hlm. 117 

       44Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, Isi dan pelaksanaannya) Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 2007, hlm. 76 
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dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang 

didaftar.45 

Dalam soal pendaftaran tanah dikenal beberapa macam sistem publikasi dalam 

pendaftaran tanah dianut oleh banyak negara yang telah menyelenggarakan 

pendaftaran tanah, beberapa sistem itu dibahas dalam uraian berikut:46 

a. Sistem Positif 

Sistem Positif dalam pendaftaran tanah menyatakan bahwa apa yang tercantum 

dalam buku tanah dan surat bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat bukti mutlak. 

Jika pihak ketiga bertindak berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka dia mendapatkan 

perlindungan mutlak walaupun kemudian hari ternyata bahwa keterangan yang 

tercantum di dalamnya tidak benar. Oleh karena itu pelaksana pendaftaran tanah 

berperan aktif menyelidik dengan teliti apakah hak atas tanah dapat didaftar untuk 

nama seseorang. 

Sistem Positif punya beberapa kelebihan seperti ini: 

1) Kepastian buku tanah bersifat mutlak. 

2) Pelaksana pendaftaran tanah bertindak aktif dan teliti. 

3) Mekanisme kerja penerbitan sertifikat hak atas tanah mudah dipahami oleh orang 

awam. 

Tetapi sistem ini juga ada kelemahannya, yaitu: 

                                                           
       45Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, Hak Atas Tanah dan Peralihannya, Liberty Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2013, hlm. 177 

       46Sri Sayekti, Hukum Agraria Nasional, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2000, hlm. 53-

55 
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1) Akibat pelaksana pendaftaran tanah bertindak aktif dan teliti, maka waktu yang 

digunakan sangat lama. 

2) Pemilik hak atas tanah yang sebenarnya, akan kehilangan hak. 

3) Wewenang pengadilan dimasukkan ke dalam wewenang administratif karena 

penerbitan sertifikat tidak dapat diganggu gugat. 

b. Sistem Negatif 

Menurut Sistem Negatif, sertifikat hak atas tanah yang dikeluarkan merupakan 

tanda bukti hak yang kuat, artinya semua keterangan yang terdapat dalam sertifikat 

mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang 

benar, selama tidak dibuktikan sebaliknya dengan alat bukti lain. Bila kemudian hari 

ternyata keterangan dalam sertifikat itu tidak benar maka berdasarkan Keputusan 

Pengadilan Negeri yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sertifikat tersebut 

dapat diadakan perubahan seperlunya. 

Menurut sistem negatif peralihan hak atas tanah berdasarkan asas nemo plus iuris, 

yakni melindungi pemegang hak yang sebenarnya dari tindakan tindakan orang lain 

yang mengalihkan haknya tanpa diketahui oleh pemegang hak yang sebenarnya. Ciri 

pokok sistem negatif adalah bahwa pendaftaran hak atas tanah tidak menjamin bahwa 

nama yang terdaftar dalam buku tanah tidak dapat dibantah jika nama yang terdaftar 

bukan pemilik yang sebenarnya. Ciri pokok lainnya adalah pejabat balik nama tanah 

yang berperan pasif, artinya tidak berkewajiban untuk menyelidiki kebenaran surat-

surat yang diserahkan kepadanya. 
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Kebaikan sistem negatif adalah perlindungan hukum diberikan kepada pemegang hak 

yang sejati, sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut: 

a) Peran pasif pejabat balik nama tanah menyebabkan tumpang tindih sertifikat 

tanah. 

b) Mekanisme kerja penerbitan sertifikat hak atas tanah kurang dipahami oleh 

masyarakat awam. 

Boedi Harsono mengatakan bahwa dalam hal pendaftaran tanah, UUPA tidak 

menganut sistem negatif murni tetapi sistem negatif bertedensi positif,47 karena akan 

menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang 

kuat seperti dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 

38 ayat (2) UUPA48. 

5. Pelaksanaan Kegiatan Pendaftaran Tanah 

Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama 

kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (maintenance). 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali adalah kegiatan pendaftaran yag dilakukan 

terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar berdasarkan PP No. 10 tahun 

1961 dan PP No. 24 Tahun 1997.49 

                                                           
       47Ibid, hlm. 55 

       48Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 

Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, 2008, hlm. 477 

       49Budi harsono, Loc.cit, hlm. 474 
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Kegiatan pendaftaran tanah dalam Pasal 19 ayat (2) UUPA dijabarkan lebih lanjut 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu:50 

1. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (Opzet atau Initial Registration). 

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah 

secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara 

sistematik, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan 

secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar 

dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Pendaftaran tanah secara 

sistematik didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah 

yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional . 

dalam melaksanakan pendaftaran tanah secara sistematik, Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota dibantu oleh Panitia Ajudikasi yang dbentuk oleh Menteri Negara 

Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Nasional. 

Pendaftaran tanah secara sporadik, adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah dalam wilayah 

atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal. Dalam hal 

suatu desa/kelurahan belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara 

sistematik maka pendaftaran tanahnya dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara 

sporadik. Pendaftaran tanah secara berdasarkan atas permintaan pihak yang 

                                                           
       50Umar Said Sugiharto dan Suratman. (Et.al), Hukum Pengadaan Tanah, Setara Press, Malang, 

2015, hlm. 233 
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berkepentingan. Pendaftaran tanah secara sporadik dapat dilakukan seara 

perseorangan atau massal.  

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali harus didukung dengan adanya 

hak, adapun pembuktian haknya adalah sebagai berikut:51 

1) Hak Baru: 

a) Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang apabila hak tersebut 

berasal dari tanah Negara 

b) Asli akta PPAT yang memuat pemberian hak oleh pemegang hak milik 

kepada penerima hak yang bersangkutan, apabila mengenai HGB dan Hak 

Pakai atas tanah Hak Milik 

c) Hak Pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak oleh pejabat 

yang berwenang 

d) Akta Ikrar Wakaf untuk tanah wakaf 

e) Akta pemisahan untuk Satuan Rumah Susun 

f) Akta pemberian hak tanggungan untuk pemberian hak tanggungan. 

2) Hak Lama : 

a) Untuk hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama, dibuktikan 

dengan bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang 

bersangkutan yang kadar kebenarannya dianggap cukup untuk dilakukan 

pendaftaran tanah. 

                                                           
        51Erna Sri Wibawanti dan R. Murjiyanto, Op. cit, hlm. 181 



36 
 
 

 
 

b) Apabila tidak tersedia bukti pembuktian seperti tersebut diatas, maka 

pembukuan haknya dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik tanah 

yang bersangkutan selama 20 Tahun atau lebih secara berturut-turut, dengan 

syarat: 

(1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka, 

serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya. 

(2) Penguasaan tersebut tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum 

adat/desa/kelurahan atau pihak lain. 

2. Pemeliharaan data Pendaftaran Tanah 

Pemeliharaan data pendaftaran tanah adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar 

nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi 

kemudian. Perubahan misalnya terjadi sebagai akibat beralihnya, dibebaninya atau 

berubahnya nama pemegang hak yang telah didaftar. Agar data yang tersedia di 

Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan yang mutakhir, dalam Pasal 36 ayat 

(2) ditentukan bahwa para pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan 

perubahan-perubahan yang dimaksudkan kepada Kantor Pertanahan. Ketentuan wajib 

daftar itu juga ada dalam Pasal 4 ayat (3).52 Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran 

tanah meliputi:53 

1) Pendaftaran peralihan dan pembebanan hak 

                                                           
       52Boedi Harsono, Loc.cit, hlm. 476 

       53A. P Parlindungan, Loc.cit, hlm. 88 
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2) Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya. 

B. Tinjauan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh 

pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.54 

Untuk percepatan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud Pasal 19 UUPA perlu 

dilaksanakan pendaftaran tanah pertama kali secara massal melalui Percepatan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang merupakan salah satu 

Program Prioritas Nasional sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan 

Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.55 

Pendaftaran tanah secara sistematis lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 

pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran 

tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang 

setingkat, dan juga termasuk pemetaan seluruh obyek pendaftaran tanah yang sudah 

terdaftar dalam rangka menghimpun dan menyediakan informasi yang lengkap 

mengenai bidang-bidang tanahnya. Penyelenggaraan pendaftaran tanah sistematis 

                                                           
       54Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, 2017, Petunjuk Teknis Percepatan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, Kementerian Agraria Dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, hlm. 1 

       55Ibid 
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lengkap dapat dilaksanakan sebagai kegiatan rutinitas Kantor Pertanahan atau 

merupakan kegiatan tahunan dari suatu proyek/program.56 

Adapun pengertian dari Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berdasarkan 

Peraturan Menteri agraria Nomor 12 Tahun 2017, adalah: 

“Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah 

desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi 

pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai 

satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan 

pendaftarannya.” 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek 

Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.Obyek Pendaftaran Tanah 

meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset 

Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 

Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, 

tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.57 

Pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap tidak membebankan biaya yang 

besar bagi pemohonnya karena adanya berbagai macam sumber pembiayaan Sumber 

                                                           
       56Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2016, Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan 

Bidang Tanah  Sistematik Lengkap, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan 

Nasional.hlm. 1 

       57Pasal 3 Peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017 
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pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, Corporate Social Responsibility 

(CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta 

dan/atau dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya. Pembiayaan berasal 

dari: 

a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya. 

b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan 

Dana Desa. 

c. Corporate Social Responsibility (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 

Milik Daerah. 

d. Dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

e. Penerimaan lain yang sah berupa hibah (grant), pinjaman (loan) badan hukum 

swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak. 

Sumber pembiayaan, pembiayaan percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap juga dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain 

yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.58 
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Adapun Tujuan daripada percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis 

lengkap adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan 

hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata 

dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan 

kemakmuran masyarakat.59 

Dalam menerbitkan suatu sertifikat melalui pelaksanaan Pendaftaran tanah 

sistematis lengkap maka Badan Pertanahan Nasional harus melalui beberapa tahap 

sesuai yang diatur dalam peraturan. Hal ini dimaksudkan agar tercapainya 

pelaksanaan yang sistematis. 

Berdasarkan Pasal 3 ayat 3 Percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap dilakukan dengan tahapan, meliputi: 

a. penetapan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

b. pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap. 

c. Penyuluhan. 

d. pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah. 

e. pemeriksaan tanah. 

f. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis. 

g. penerbitan keputusan pemberian Hak atas Tanah. 

h. pembukuan Hak atas Tanah. 

i. penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah. 

                                                           
       59Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017 



41 
 
 

 
 

j. penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah. 

1. Penetapan Lokasi 

Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi kegiatan PTSL di wilayah kerjanya. 

Penetapan Lokasi dapat dilakukan dalam satu wilayah desa/kelurahan atau secara 

bertahap bagian demi bagian dalam satu hamparan.Penetapan lokasi dilakukan 

dengan ketentuan: 

a. berdasarkan ketersediaan anggaran khusus PTSL yang telah dialokasikan dalam 

APBN/APBD. 

b. diprioritaskan pada lokasi desa/kelurahan yang ada kegiatan PRONA/PRODA, 

dana desa, lintas sektor, massal swadaya masyarakat, Corporate Social 

Responsibility (CSR) dan/atau program pendaftaran tanah massal lainnya, atau 

berdasarkan ketersediaan dana yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, untuk 1 (satu) desa/kelurahan PTSL. 

c. mempertimbangkan ketersediaan peta kerja, ketersediaan dan kemampuan 

optimal pelaksana PTSL pada masing-masing Kantor Pertanahan. 

Dalam hal lokasi yang ditetapkan terdiri dari beberapa desa/kelurahan, 

diupayakan agar desa/kelurahan yang menjadi obyek PTSL letaknya berdekatan.60 

 

2. Pembentukan dan Penetapan Panitia Ajudikasi 

Kepala Kantor Pertanahan membentuk dan menetapkan Panitia Ajudikasi PTSL. 

Susunan Panitia Ajudikasi PTSL terdiri atas: 
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a. Ketua Panitia merangkap anggota yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor 

Pertanahan. 

b. Wakil Ketua yang membidangi infrastruktur agraria merangkap anggota yang 

dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan 

infrastruktur pertanahan. 

c. Wakil Ketua yang membidangi hubungan hukum agraria merangkap anggota 

yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan yang memahami urusan 

hubungan hukum pertanahan. 

d. Sekretaris yang dijabat oleh seorang pegawai Kantor Pertanahan; 

e. Kepala Desa/Kelurahan setempat atau seorang Pamong Desa/Kelurahan yang 

ditunjuknya. 

f. anggota dari unsur Kantor Pertanahan sesuai kebutuhan.61 

Dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya aparat pelaksana, setiap 

Panitia Ajudikasi PTSL dapat dibentuk untuk lebih dari 1 (satu) atau untuk beberapa 

wilayah kecamatan dengan melibatkan unsur perangkat setiap desa/kelurahan yang 

bersangkutan. 

 

 

 

3. Penyuluhan 
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Penyuluhan dilakukan oleh Kantor Pertanahan beserta Panitia Ajudikasi PTSL, 

Satgas Fisik dan Satgas Yuridis. Penyuluhan dilakukan dengan memberikan 

penjelasan paling sedikit mengenai: 

a. manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan negara atas hasil pelaksanaan program 

PTSL. 

b. tahapan dan mekanisme kegiatan PTSL. 

c. penetapan dan pemasangan tanda batas masing-masing bidang tanah; 

d. dokumen yuridis yang perlu disiapkan. 

e. jadwal pengukuran bidang tanah dan pengumpulan data yuridis oleh Satgas Fisik 

dan Satgas Yuridis. 

f. hasil akhir kegiatan program PTSL. 

g. pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dan/atau sumber lain yang sah 

melalui kegiatan PTSL. 

h. kemungkinan biaya dan/atau pajak yang akan ditanggung oleh peserta kegiatan 

PTSL.62 

4. Pengumpulan dan pengolahan data fisik dan data yuridis 

a. Data Fisik 

Pengumpulan Data Fisik dilaksanakan melalui kegiatan pengukuran dan 

pemetaan bidang tanah. Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dilakukan dengan 

menggunakan teknologi survei dan pemetaan seperti drone, Global Positioning 

System (GPS), Continuously Operating Reference Station (CORS), Total Station, 
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Distometer dan lainnya, serta memanfaatkan peta citra/peta foto dengan resolusi 

tinggi sebagai dasar pembuatan peta pendaftaran. Pengumpulan Data Fisik 

dilaksanakan oleh Satgas Fisik dengan berpedoman pada ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Dalam melaksanakan pengukuran bidang tanah, Satgas Fisik harus mengetahui 

data atau informasi tentang masing-masing pemilik atau pihak yang berhak atas 

tanahnya, paling sedikit berupa fotokopi KTP, alas hak dan surat keterangan 

kepemilikan atau surat pernyataan peguasaan fisik atas tanahnya.63 

b. Data Yuridis 

Pengumpulan Data Yuridis dilakukan oleh Satgas Yuridis dengan berpedoman 

pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan tugas, Satgas 

Yuridis dapat dibantu oleh Pengumpul Data Yuridis melalui tata cara dan pembiayaan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Standar, kriteria, metode, 

prosedur, dan mekanisme pengumpulan, pengolahan, dan penyajian serta 

pemeliharaan data dan dokumen yuridis sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.64 

Pengumpulan Data Yuridis dilaksanakan melalui kegiatan pengumpulan dan 

pemeriksaan riwayat kepemilikan tanah dengan menggunakan formulir isian 

inventarisasi dan identifikasi peserta PTSL. 
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Hasil pengumpulan Data Yuridis dibuat dalam bentuk Rekapitulasi Data Isian 

Inventarisasi dan Identifikasi PTSL. Untuk Formulir isian inventarisasi dan 

identifikasi peserta Ajudikasi PTSL, dan Rekapitulasi Data Isian Inventarisasi dan 

Identifikasi PTSL merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Agraria 

ini No. 12 Tahun 2017. 

5. Pemeriksaan Tanah 

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk memastikan keterangan yang tertuang di 

dalam data yuridis sesuai dengan keadaan di lapangan. Dilakukan dengan cara 

menggali informasi yang meliputi kesesuaian nama dan profesi peserta Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap. Membandingkan keterangan yang tertera di dalam 

formulir isian inventarisasi dan dokumen/data yuridis dengan kesesuaian dengan 

kondisi penguasaan, penggunaan tanah tersebut di lapangan, serta kesesuaian letak, 

batas dan luas yang tertuang dalam data fisik (Peta Bidang Tanah) dengan kenyataan 

di lapangan. Hasil pemeriksaan tanah mendukung analisis terhadap data yuridis yang 

menghasilkan K1, K2, K3, dan K4. Hasil pemeriksaan tanah dimuat dalam Daftar 

Isian sesuai denganRisalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas.65 

6. Pengumuman 

a. Pengumuman untuk memenuhi asas publisitas dan memberikan kesempatan 

kepada warga masyarakat pemilik tanah atau pihak lain yang berkepentingan 

                                                           
       65Petunjuk Teknis Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

bidang yuridis, hlm. 14 
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untuk mengajukan sanggahan mengenai nama kepemilikan, luas, letak dan bentuk 

bidang tanah. 

b. Pengumuman meliputi seluruh bidang tanah yang diukur dan/atau dipetakan. 

Apabila terdapat bidang tanah yang bersengketa dan atau berperkara dibuatkan 

catatan didalam peta pengumuman. 

c. Apabila terdapat bidang tanah sertipikat yang tidak dapat dipetakan meskipun 

dalam satu desa/kelurahan tersebut seluruh obyek bidang tanah telah dipetakan, 

maka pengumumkan dilakukan agar pemilik sertipikat tanah melapor kepada Tim 

Ajudikasi Percepatan guna melakukan verifikasi. 

d. Apabila terdapat sanggahan pada saat pengumuman dan berdasarkan penelitian 

Panitia Ajudikasi Percepatan terdapat kekeliruan mengenai hasil ukuran bidang 

tanah yang tercantum pada Peta Bidang Tanah, maka dilakukan perubahan pada 

peta bidang tanah dan peta pendaftaran.66 

Hasil pemeriksaan tanah yang menyimpulkan dapat dibukukan dan atau 

diterbitkannya Sertipikat hak atas tanah atas satu bidang tanah diumumkan dalam 

papan pengumuman di Kantor Pertanahan dan/atau Kantor Kelurahan/Desa dan/atau 

Sekretariat RT/RW lokasi bidang tanah tersebut selama 14 hari kerja, dengan tujuan 

                                                           
       66Direktorat Jenderal Infrastruktur Keagrariaan, 2016, Petunjuk Teknis Pengukuran Dan Pemetaan 

Bidang Tanah  Sistematik Lengkap, Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan 

Nasional, hlm. 18 
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untuk diketahui khalayak masyarakat dan memberi kesempatan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan jika ada keberatan.67 

7. Penerbitan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah 

Ketua Panitia Ajudikasi PTSL menetapkan Keputusan Penetapan Hak atau 

Keputusan Penegasan/Pengakuan Hak. Untuk penerbitan Keputusan Pemberian Hak, 

peserta PTSL harus melampirkan bukti pembayaran Bea Perolehan Hak Tanah dan 

Bangunan (BPHTB) atau Pajak Penghasilan (PPh) pada saat pendaftaran hak.  

Dalam hal peserta PTSL tidak atau belum mampu membayar BPHTB maka yang 

bersangkutan harus membuat surat penyataan BPHTB terhutang. Dalam hal bidang 

tanah berasal dari hasil jual beli di masa lampau di mana pembeli sekarang tidak 

mempunyai bukti pembayaran PPh dari pihak penjual di masa lalu, maka yang 

bersangkutan harus membuat surat keterangan PPh terhutang.68 

8. Pembukuan 

Terhadap tanah yang sudah dibuatkan berita acara penyelesaian proses 

Pendaftaran Tanahnya, dibukukan dalam daftar umum Pendaftaran Tanah dan daftar 

lainnya, dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi PTSL. 

                                                           
       67Direktorat Jenderal Hubungan HukumKeagrariaan, 2017, Petunjuk Teknis Percepatan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, Kementerian Agraria Dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, hlm. 14 

       68Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria No. 12 Tahun 2017 
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Penandatanganan Sertifikat Hak atas Tanah tersebut diatas merupakan hasil 

pelaksanaan program Ajudikasi PTSL dapat dilaksanakan oleh Ketua Panitia 

Ajudikasi PTSL untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan.69 

9. Penerbitan dan Penyerahan sertifikat 

a. Panitia Ajudikasi Percepatan Bidang Yuridis menyiapkan/mencetak Sertipikat 

Hak Atas Tanah 

b. Kepala Kantor Pertanahan menandatangani Sertipikat hak atas tanah atau dapat 

mendelegasikan kewenangan penandatanganan Sertipikat kepada Ketua Panitia 

Ajudikasi Percepatan; 

c. Panitia Ajudikasi Percepatan menyerahkan Sertipikat Hak Atas Tanah kepada 

Pemegang Hak atau kuasanya dengan mencatatnya dalam daftar isian penyerahan 

Sertipikat.70 

Tanah Menurut Syariah Islam 

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi –termasuk 

tanah– hakikatnya adalah milik Allah SWT semata. Firman Allah SWT dalam (QS 

An-Nuur [24] : 42).  

َ ٱلْمَصَيرُ  تَ وَٱلْْرَْضَ وَإلَىَ ٱلِلّه وََٰ مََٰ َ مُلْكُ ٱلسه  وَلَِلّه

“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali 

(semua makhluk).”  
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       70Direktorat Jenderal Hubungan Hukum Keagrariaan, 2017, Petunjuk Teknis Percepatan 

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Bidang Yuridis, Kementerian Agraria Dan Tata 

Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, hlm. 15 
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Allah SWT juga berfirman dalam (QS Al-Hadid [57] : 2). 

مَاوَاتَ وَالْْرَْضَ ۖ يحُْييَ وَيمَُيتُ ۖ وَهوَُ عَلىََٰ كُلِّ شَيْءٍ قدََير    لهَُ مُلْكُ السه

”Kepunyaan-Nyalah kerajaan langit dan bumi, Dia menghidupkan dan mematikan, 

dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.”  

Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk 

tanah) adalah Allah SWT semata. Kemudian, Allah SWT sebagai pemilik hakiki, 

memberikan kuasa (istikhlaf) kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai 

dengan hukum-hukum-Nya. Firman Allah SWT dalam (QS Al-Hadid [57] : 7). 

ا جَعَلكَُمْ مُسْتخَْلفَيَنَ فيَهَ ۖ فاَلهذَينَ آمَ  َ وَرَسُولهََ وَأنَْفقَوُا مَمه نوُا مَنْكُمْ آمَنوُا باَلِلّه

 وَأنَْفقَوُا لهَمُْ أجَْر  كَبيَر  

”Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari 

hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang 

beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh 

pahala yang besar.”  

 Menafsirkan ayat ini, Imam Al-Qurthubi berkata, “Ayat ini adalah dalil bahwa asal 

usul kepemilikan (ashlul milki) adalah milik Allah SWT, dan bahwa manusia tak 
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mempunyai hak kecuali memanfaatkan (tasharruf) dengan cara yang diridhai oleh 

Allah SWT.” 71 

 

                                                           
       71http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-

syariah-islam/, di akses pada tanggal 17 Maret 2018 

http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/
http://herlindahpetir.lecture.ub.ac.id/2012/09/tulisan-menarik-hukum-pertanahan-menurut-syariah-islam/
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BAB III 

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) 

BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA 

RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 

2017 DI KABUPATEN DOMPU 

 

A. Profil Daerah Penelitian 

1. Kabupaten Dompu 

a. Letak Geografis Kabupaten Dompu 

Kabupaten Dompu terletak di Pulau Sumbawa bagian tengah, dengan sisi selatan 

berbatasan langsung dengan Lautan Indonesia, sedangkan di bagian lainnya dibatasi 

oleh Teluk Saleh di Barat Daya dan Laut Flores di bagian utara. Adapun batas – batas 

wilayah sebagai berikut:72 

1) Sebelah Utara :  Laut Flores dan Kabupaten Bima 

2) Sebelah Selatan :  Lautan Indonesia 

3) Sebelah Timur :  Kabupaten Bima 

4) Sebelah Barat :  Kabupaten Sumbawa 

Secara administrasi Kabupaten Dompu terbagi dalam 8 (delapan) kecamatan, 72 desa 

dan 9 kelurahan, dengan perincian:73 

                                                           
72Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kabupaten Dompu 
73Ibid. 
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1) Kecamatan Hu’u terdiri atas 8 desa. 

2) Kecamatan Pajo terdiri atas 6 desa. 

3) Kecamatan Dompu terdiri atas 6 kelurahan dan 9 desa. 

4) Kecamatan Woja terdiri atas 3 kelurahan dan 11 desa. 

5) Kecamatan Kilo terdiri atas 6 desa. 

6) Kecamatan Kempo terdiri atas 8 desa. 

7) Kecamatan Manggelewa terdiri atas 12 desa. 

8) Kecamatan Pekat terdiri atas 12 desa. 

Kabupaten Dompu merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang 

ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Letak geografis Kabupaten Dompu terletak 

antara 1170 42’ – 1180 30’ bujur timur  dan 80 06’ – 90 05’ lintang selatan dengan 

luas wilayah 2.324,55 Km2. Wilayah Kecamatan yang terluas yaitu Kecamatan Pekat 

dengan luas  875.17 Km2, sedangkan wilayah kecamatan yang terkecil adalah 

Kecamatan  Pajo yaitu seluas 125.32 Km2. Dengan perincian:74 

1) Kecamatan Hu’u, dengan luas 186,50 Km2 (8,02%) 

2) Kecamatan Pajo, dengan luas 125,32 Km2  (5,39%) 

3) Kecamatan Dompu, dengan luas 223,27 Km2  (9,60%) 

4) Kecamatan Woja, dengan luas 301,16 Km2  (12,95%) 

5) Kecamatan Kilo, dengan luas 235,00 Km2  (10,10%) 

6) Kecamatan Kempo, dengan luas 191,67 Km2  (8,24%) 

                                                           
       74Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kabupaten Dompu 
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7) Kecamatan Manggelewa, dengan luas 176,46 Km2 (7,59%) 

8) Kecamatan Pekat, dengan luas 875,70 Km2  (37,67%). 

 

b. Aspek Topografis 

Dilihat dari aspek topografis Kabupaten Dompu, memiliki 56.784 Ha (23,43%) 

tanah dengan ketinggian antara 0–100 meter diatas permukaan laut. 123.020 Ha 

(52,92%) berada pada ketinggian antara 100–500 meter diatas permukaan laut, dan 

38.558 Ha (16,59%) berada pada ketinggian 500–1.000 meter di atas permukaan laut, 

serta terdapat 14.098 Ha (6,06%) tanah berada pada ketinggian di atas 1.000 meter 

dari permukaan laut. Bila di lihat dari tingkat kemiringan terdapat 43.470 Ha berada 

pada kemiringan antara 0-2%, 81.795 Ha berada pada kemiringan antara 2-15% yang 

merupakan areal paling luas, 75.785 Ha berada pada kemiringan 15-40%, dan 

terdapat 31.410 Ha berada pada kemiringan di atas 50%.  Peta topografi Kabupaten 

Dompu dapat dilihat pada gambar 2.3 di bawah ini.75 

Secara umum kondisi topografi Kabupaten Dompu di dominasi oleh kelerengan 

curam 15-40 % dan kelerengan landai 2-15%. Untuk detail kondisi topografi dapat 

dilihat pada tabel berikut ini.76 

No Kecamatan 

Klasifíkasi Lereng 

Jumlah 
(Ha) 0-2% 

(datar) 
2-15 % 
(landai) 

15-40 
% 
(curam) 

40% 
(sangat 
curam) 

                                                           
       75Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan 

Pemerintahan Kabupaten Dompu 

       76ibid  
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No Kecamatan 

Klasifíkasi Lereng 

Jumlah 
(Ha) 0-2% 

(datar) 
2-15 % 
(landai) 

15-40 
% 
(curam) 

40% 
(sangat 
curam) 

1. HU'U 2.822 4.695 6.416 1.717 15.650 

2. DOMPU 3.932 2.690 8.275 5.792 20.689 

3. WOJA 5.723 3.915 12.046 8.432 30.116 

4. KEMPO 3.450 8.434 6.133 1.150 19.167 

5. PEKAT 15.753 38.507 28.005 5.252 87.517 

6. KILO 3.995 470 13.865 5.170 23.500 

7. MANGGELEWA 3.176 7.764 5.647 1.059 17.646 

8. PAJO 3.316 4.754 7.409 5.170 18.170 

Total 42.167 71.229 87.796 33.742,4 232.455 

Prosentase(%) 18,1 30,6 37,8 13,4 100,0 

Table 1.1: Kondisi Topografi Kabupaten Dompu 

c. Penggunaan Tanah 

Tata guna lahan di Kabupaten Dompu untuk sawah, tegalan, pekarangan dan lain-

lain tidak mengalami perubahan secara signifikan selama kurun waktu 2011-2015. 

Berikut data penggunaan lahan Kabupaten Dompu.77 

NO JENIS LAHAN 
LUAS 
(Km²) 

LUAS 
(Km²) 

PERSENTASE 

1 Hutan Lahan Kering Primer 493,00 2.324,55 21,21% 

2 Hutan Lahan Kering Sekunder 512,00 2.324,55 22,03% 

3 Mangrove 17,54 2.324,55 0,75% 

4 Hutan Tanaman 9,26 2.324,55 0,40% 

5 Permukiman 6,99 2.324,55 0,30% 

6 Perkebunan 62,50 2.324,55 2,69% 

7 Pertanian Lahan Kering 104,30 2.324,55 4,49% 

8 Pertanian Lahan Kering Campuran 230,33 2.324,55 9,91% 

9 Rawa 1,32 2.324,55 0,06% 

                                                           
       77 ibid 
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NO JENIS LAHAN 
LUAS 

(Km²) 

LUAS 

(Km²) 
PERSENTASE 

10 Savana 115,19 2.324,55 4,96% 

11 Sawah 26,32 2.324,55 1,13% 

12 Semak/Belukar 581,52 2.324,55 25,02% 

13 Semak/Belukar Rawa 2,91 2.324,55 0,13% 

14 Tambak 23,58 2.324,55 1,01% 

15 Tanah Terbuka 92,61 2.324,55 3,98% 

16 Tubuh Air (Danau, DAM, Dll) 2,34 2.324,55 0,10% 

Tabel 1.2: Penggunaan Lahan kabupaten Dompu 

2. Kecamatan Woja 

Kecamatan Woja merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Dompu dengan 

wilayah seluas 301,16 km2. Kecamatan Woja berbatasan dengan:78 

a. Sebelah Utara: Desa Mbuju Kecamatan Kilo 

b. Sebelah Selatan: Desa Mbawi Kecamatan Dompu 

c. Sebelah Barat: Desa Tekasire Kecamatan Manggelewa 

d. Sebelah Timur: Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu 

No Desa/Kelurahan Luas Wilayah (Km2) Persentase (%) 

1 Riwo 43,63 14,40 

2 Madaparama 16,15 5,33 

3 Bara 19,32 6,38 

4 Nowa 45,30 14,95 

5 Wawonduru 3,00 0,99 

                                                           
       78Dikutip dari https://dompukab.bps.go.id/, diakses pada tanggal 13 Maret 2018 

https://dompukab.bps.go.id/
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6 Matua 5,79 1,91 

7 Montabaru 1,25 0,41 

8 Kandai Dua 5,92 1,95 

9 Simpasai 4,32 1,43 

10 Saneo 61,82 20,41 

11 Mumbu 28,36 9,36 

12 Baka Jaya 41,30 13,63 

13 Rababaka 25 8,25 

14 Serakapi 1,8 0,59 

Jumlah/Total 301,16 100,00 

Tabel 1.3: Luas wilayah Kecamatan Woja dirinci per Desa/Kelurahan 2016 

3. Kelurahan Kandai Dua 

Kelurahan Kandai Dua merupakan salah satu kelurahan yang berada di 

Kecamatan Woja dengan wilayah seluas 5,92 km2. Kelurahan Kandai Dua berbatasan 

dengan: 

a. Sebelah Utara : Desa Serakapi 

b. Sebelah Selatan : Desa Wawonduru 

c. Sebelah Barat : Desa Montabaru 

d. Sebelah Timur : Desa Simpasai 

Kelurahan Kandai Dua terbagi menjadi beberapa Dusun, yang terdiri dari: 
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a. Kandai Dua Barat 

b. Kandai Dua Timur 

c. Bali Bunga 

d. Polo 

e. Ginte 

B. Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap di Kabupaten Dompu 

Pelaksanaan PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu berdasarkan 

Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2017. Pada tahun 2017 Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu mendapatkan jatah kuota sebesar 9000 sertifikat dari pengadaan 

program PTSL dan menargetkan 9000 bidang tanah terdaftar melalui program ini 

serta rencananya pada akhir jangka waktu kerja tahun 2017 pelaksanaan program 

PTSL di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu ini dapat diselesaikan. Jangka waktu 

kerja oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dalam pelaksanaan pendaftaran 

tanah sistematis lengkap adalah 1 tahun anggaran yang dimulai dari awal bulan 

januari sampai dengan akhir bulan desember. Namun pada prakteknya pelaksanaan 

PTSL oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu hanya 9 bulan kerja, yang dimulai 

pada bulan Maret dan selesai sampai dengan akhir bulan November 2107. Percepatan 

pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran didasarkan karena masih 

banyaknya program-program daerah yang harus diselesaikan.79 

                                                           
79Wawancara dengan Al farabi, Panitia Pelaksana PTSL Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada 

Tanggal 15 Februari 
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Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor: 

22/SK-52.05.300/VII/2017 penetapan lokasi pelaksanaan pendaftaran tanah 

sistematis lengkap ini dilaksanakan pada 4 Kecamatan yang terdapat dalam wilayah 

Kabupaten Dompu yang meliputi Kecamatan Dompu, Kecamatan Pajo, Kecamatan 

Woja dan Kecamatan Hu’u. Hasil dari pelaksanaan PTSL oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu dalam kurun waktu 9 bulan kerja telah mampu 

menghasilkan/merealisasikan 9000 bidang tanah yang terdaftar dapat tersertifikat. 

Pada saat pelaksanaan pensertifikatan masih ada sekitar 5% yang bermasalah. Untuk 

tanah yang bermasalah sehingga mengindikasikan adanya pelambatan atau 

penundaan pelaksanaan PTSL, seperti sengketa maka pemohon yang terdaftar sebagai 

peserta PTSL akan diberi waktu kurang lebih selama 1 minggu untuk penyelesaian 

sengketa, karena dalam hal ini ketika Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu 

menemukan ada masalah seketika itu juga menghimbau agar para pihak melakukan 

mediasi untuk menemukan kata sepakat sehingga pelaksanaan PTSL dapat 

dilanjutkan. Apabila tidak ada penyelesaian selama waktu yang telah diberikan maka 

pemohon akan dihapus dari daftar peserta yang mengikuti program PTSL, dan diganti 

dengan peserta lain dari desa yang sama. Penghapusan pemohon dari daftar peserta 

melalui pemberitahuan secara lisan baik langsung kepada pemohon ataupun melalui 

panitia desa. Untuk pemilihan peserta baru sebagai pemohon PTSL Kantor 

Pertanahan Kabupaten Dompu menyerahkan wewenang secara penuh kepada panitia 

desa. Penghapusan status pemohon ini sebelumnya telah ada pemberitahuan pada saat 

kegiatan penyuluhan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu kepada segenap 



59 
 
 

 
 

masyarakat, karena tanah yang dapat dijadikan objek PTSL adalah tanah yang tidak 

dalam sengketa, baik itu sengketa batas maupun sengketa kepemilikan.80 

Untuk pelaksanaan program PTSL yang berada dalam wilayah Kecamatan Woja 

tidak semua desa yang terdaftar untuk mengikuti program tersebut, hanya beberapa 

desa saja. meliputi: 

   

No 

Desa yang Terdaftar PTSL dalam wilayah 

Kecamatan Woja 

Jatah Kuota/Persil 

1 Desa Wawonduru 350 

2 Desa Bara 1000 

3 Desa Bakajaya 500 

4 Desa Matua 800 

5 Desa Rababaka 100 

6 Desa Riwo 300 

7 Desa Kandai Dua 400 

8 Desa Simpasai 700 

9 Desa Madaprama 350 

10 Desa Mumbu 700 

Table 1.4: Daftar Kuota Setiap Desa 

                                                           
       80Wawancara dengan Alfan Hidayat, Petugas Pengukuran Pelaksanaan PTSL Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu, pada tanggal 15 Februari 2018 
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Penunjukan Desa-desa tersebut sebagai lokasi pelaksanaan PTSL didasarkan 

karena masih banyaknya bidang tanah yang belum memiliki sertifikat serta 

mempertimbangkan ketersediaan dan kemampuan dalam pelaksanaan PTSL.81 

Untuk desa Kandai Dua oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu menargetkan 

400 bidang tanah terdaftar melalui program PTSL ini yang dilaksanakan tanpa target 

waktu, dan dapat direalisasikan secara penuh walau ada beberapa kendala. Hasil 

pelaksanaan PTSL di desa Kandai Dua tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai target 

yang telah ditentukan sebanyak 400 bidang tanah terdaftar melalui program PTSL 

dan dalam waktu pelaksanaan di desa Kandai Dua mampu di selesaikan. 

Adapun alasan pemilihan desa Kandai Dua oleh peneliti sebagai subjek penelitian 

disebabkan 3 (tiga) faktor, antara lain: 

1. Lokasi tempat tinggal dari peneliti sendiri yang berada didalam wilayah desa 

Kandai Dua 

2. Lokasi Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu juga berada didalam wilayah desa 

Kandai Dua 

3. Lokasi Kantor desa Kandai Dua yang memiliki jarak dengan Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu dan Rumah peneliti yang terbilang relatif dekat. 

Dari ketiga faktor diatas menjadi alasan utama kenapa peneliti memilih desa 

Kandai Dua sebagai Subyek penelitian, karena hal tersebut dapat mempengaruhi 

                                                           
       81Ibid 
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peneliti dalam mendapatkan data. Akses yang dekat memudahkan peneliti mengambil 

data secara sekaligus pada saat dilakukannya penelitian. 

Untuk pembiayaan Program PTSL itu sendiri yang mana pada dasarnya 

merupakan program Nasional yang akan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya 

dan dibiayai oleh Pemerintah. Tetapi pelaksanaan PTSL tidak sepenuhnya dibiayai 

oleh Pemerintah. 

Adapun biaya dalam proses pensertifikatan tanah secara massal melalui program 

PTSL di Kantor Pertanahan Kaupaten Dompu seluruhnya dibebankan pada Anggaran 

Badan Pertanahan Nasional melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 

murni dari pusat dan tidak mendapatkan anggaran dari APBD maupun sumber 

anggaran lainnya. Sedangkan biaya proses ditingkat desa yang dilaksanakan oleh 

panitia/tim dibebankan pada peserta/pemohon PTSL, seperti biaya materai, biaya 

tanda batas/pal (pipa paralon, pagar, tembok pendek), biaya warkah serta biaya 

transportasi aparat desa.82 

Ketetapan besarnya biaya bagi peserta/pemohon PTSL adalah sesuai dengan 

kebutuhan operasional pelaksanaan proses pensertifikatan tanah. Besarnya biaya 

pelaksanaan program PTSL ini diatur dalam Surat Keputusan Bersama 3 Menteri 

dimana biaya maksimal paling tinggi untuk wilayah Kabupaten Dompu adalah 

sebesar Rp 350.000, dan tidak boleh melebihi dari besarnya biaya yang ditetapkan, 

sedangkan untuk batas minimal tidak ada batasan karena penggunaan sesuai dengan 

                                                           
       82Ibid 
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kebutuhan. Tidak ada perbedaan biaya terhadap setiap jenis tanah, baik tanah hibah, 

tanah waris, tanah konversi dan lain-lain semuanya adalah sama.83 

Biaya yang dikeluarkan oleh pemohon pada setiap desa berbeda-beda berdasarkan 

kesepakatan antara peserta/pemohon dengan panitia desa. Misalnya untuk desa 

Kandai Dua mempunyai kesepakatan bahwa biaya pengurusan pelaksaanaan 

pendaftaran tanah melalui PTSL dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000, angka tersebut 

lebih kecil dibandingkan dengan desa Bara, dimana biaya yang disepakati sebesar Rp 

170.000. Perbedaan ini disebabkan karena letak dari desa Bara relatif jauh dari 

Kantor Kecamatan dan Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. 

Adapun langkah-langkah yang diambil oleh masing masing instansi terkait dalam 

pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau alur 

Koordinasi antara Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dengan instansi lain:84 

1. Tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu 

Setelah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu menentukan penetapan lokasi 

pelaksanaan PTSL, selanjutnya pihak Kantor membuat surat pemberitahuan yang 

akan diajukan kepada pihak Pemerintah Daerah bahwa akan dilaksanakan Program 

PTSL di beberapa desa yang ada di dalam wilayah Kecamatan Dompu, Kecamatan 

Woja, Kecamatan Pajo dan Kecamatan Hu’u. 

2. Tingkat Kantor Pemerintah Daerah 

                                                           
       83Ibid 

        84Wawancara dengan Al Farabi, Staf Sub Seksi Penetapan hak dan pemberdayaan tanah 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Februari 2018 
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Bupati selaku Kepala Pemerintahan Daerah setelah menerima surat pemberitahuan 

memberikan instruksi kepada setiap Kepala Kantor Kecamatan yang telah ditentukan 

bahwa kecamatan tersebut ditunjuk oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu akan 

diadakan pelaksanaan Program PTSL. 

3. Tingkat Kantor Kecamatan 

Camat selaku Kepala Wilayah Kecamatan, setelah menerima instruksi dari Bupati 

Kabupaten Dompu tentang penunjukan Kecamatan sebagai lokasi pelaksanaan PTSL, 

segera memberitahukan kepada setiap Kepala Desa yang ditunjuk oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Dompu sebagai lokasi pelaksanaan. 

4. Tingkat Kantor Desa 

Setelah menerima surat pemberitahuan dari Kantor Kecamatan, maka Kepala Desa 

menunggu koordinasi lebih lanjut dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. 

Kegiatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan di 

Kabupaten Dompu, dilaksanakan melalui beberapa tahap, antara lain: 

1. Persiapan  

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dalam melaksanakan kegiatan PTSL yang 

di mulai dari persiapan, sampai dengan penyerahan sertifikat, pelaporan dan 

pendokumentasian, dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Dompu dibantu oleh 2 tim yaitu tim 1 dan Tim 2, dimana 

kedua tim ini dibagi tugas sama rata untuk pelaksanaan PTSL. Setiap tim ini di 

Ketuai oleh Panitia Ajudikasi yang dibantu oleh wakilnya dan beberapa anggota yaitu 
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petugas yuridis dan petugas fisik. Ke-empat Kecamatan yang terdaftar dalam program 

PTSL tadi memiliki beberapa desa. Dari desa-desa yang tedapat dalam ke-empat 

Kecamatan tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu di gabung dan 

di bagi menjadi 2 (dua) jumlah yang sama besar lalu diberikan kepada kedua tim 

yaitu tim 1 dan Tim 2. Ketua tim menjadi penanggung jawab terhadap seluruh 

anggotanya, dan tugas dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu hanya 

sebagai Monitoring/memantau apakah pelaksanaan tugas oleh kedua tim tersebut 

berjalan lancar atau tidak serta mengevaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan secara 

berkala serta menyelesaikan hambatan yang ada.85 

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu Nomor: 

23/SK-52.05.300/VIII/2017 tentang susunan panitia ajudikasi pendaftaran tanah 

sistematis lengkap, satuan tugas fisik dan satuan tugas yuridis percepatan pelaksanaan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap Kabupaten Dompu Tahun 2017. Menunjuk 

nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini sebagai anggota panitia 

ajudikasi pendaftaran tanah sistematik lengkap untuk melaksanakan percepatan 

pendaftaran tanah sistematis lengkap Kabupaten Dompu Tahun 2017, nama-nama 

tersebut sebagai berikut: 

Susunan Panitia Ajudikasi Tim I dan Tim II 

No Nama Jabatan Jabatan Dalam Tim I 

1 Margasih, SH Kepala Seksi Ketua Merangkap Anggota 

                                                           
       85Wawancara dengan Al Farabi, Staf Sub Seksi Penetapan hak dan pemberdayaan tanah 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Februari 2018 
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Hubungan Hukum 

Pertanahan 

2 Anwar, S, Sos Kepala Seksi 

Pengaturan dan 

Penataan Pertanahan 

Wakil Ketua Merangkap 

Anggota 

3 Awaludin S.St Kasubsi Pengukuran 

dan Pemetaan 

Kadastral 

Wakil Ketua Merangkap 

Anggota 

4 Riandika Wide 

Prasetia S.ST 

Kasubsi Pendaftaran 

Hak Atas Tanah 

Sekretaris 

5 M. Yusi AR, SH Kepala Seksi 

Penanganan Masalah 

dan Pengendalian 

Pertanahan 

Anggota 

6 Kades/Sekdes/Kadus  Anggota  

Table 1.5 : Susunan Panitia Ajudikasi Tim I 

No Nama Jabatan Jabatan Dalam Tim II 

1 Zaidun, SH Kepala Seksi 

Infrastruktur 

Pertanahan 

Ketua Merangkap Anggota 

2 Subhan, SH. S.ST Kepala Seksi 

Pengadaan Tanah 

Wakil Ketua Merangkap 

anggota 

3 Didit Apriadi, SH Kepala Sub Seksi 

Pemeliharaan data 

Tanah dan 

Pembinaan PPAT 

Wakil Ketua Merangkap 

Anggota 

4 A. Haris Kepala Sub Seksi 

Landreform dan 

Konsolidasi Tanah 

Sekretaris 

5 Syafruddin Yusuf, 

SE 

Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha 

Anggota 

6 Kades/Sekdes/Kadus  Anggota 

Table 1.6 : Susunan Panitia Ajudikasi Tim II 

Dalam melaksanakan tugas pantia ajudikasi pendaftaran tanah sistematik lengkap 

dibantu oleh Satuan Tugas Fisik (Satgas Fisik) dan Satuan Tugas Yuridis (Satgas 
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Yuridis), dengan susunan keanggotaan Satgas Fisik dan Satgas Yuridis ditetapkan 

sebagai berikut: 

Susunan Satuan Tugas Fisik Tim I dan Tim II 

No Nama Jabatan Jabatan Dalam Satgas 

Tim I 

1 Awaludin, S.ST Kasubsi Pengukuran dan 

Pemetaan Kadasatral 

Ketua (Merangkap 

Anggota) 

2 Setyawan Pengumpul Data Survey, 

Pengukuran dan 

Pemetaan 

Anggota  

3 Ikhwan 

Kurniawan 

Asisten Surveyor Anggota 

4 Donny Rangga 

Tenggo 

Pegawai Tidak Tetap Anggota 

5 Syamsiatul 

Hidayah 

Pegawai Tidak Tetap Anggota 

6 Ahkamil Iftihan, 

ST 

Surveyor Anggota 

Table 1.7 : Susunan Satuan Tugas Fisik Tim I 

No Nama Jabatan Jabatan Dalam Satgas 

Tim II 

1 Reynold 

Emmanuel, S.ST 

Kepala Sub Seksi 

Pemeliharaan Data 

Tanah dan Pembinaan 

PPAT 

Ketua (Merangkap 

Anggota) 

2 Sandy Pengumpul Data Survey, 

Pengukuran dan 

Pemetaan 

Anggota 

3 Ramadoni  Pengumpul Data Survey, 

Pengukuran dan 

Pemetaan 

Anggota 

4 Alfan Hidayat Asisten Surveyor Anggota 

5 Syamsurijal  Asisten Surveyor Anggota 

6 Fitriningsih Dwi 

Lestari 

Asisten Surveyor Anggota 

Table 1.8 : Susunan Satuan Tugas Fisik Tim II 
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No Nama Jabatan Jabatan Dalam Satgas I 

1 Riandika Wide 

Prasetia, S.ST 

Kasubsi Pendaftaran 

Hak Atas Tanah 

Ketua (Merangkap 

Anggota) 

2 Mahatir  Staf Sub Seksi 

peralihan, Pembebanan 

Hak dan PPAT 

Anggota  

3 Riyanto Staf Sub Seksi 

Pendaftaran Hak 

Anggota 

4 Firmansyah Pengolahan Asset BMN Anggota 

5 Al Farabi Staf Sub Seksi 

Penetapan Hak 

Anggota 

6 Saiful Pegawai Tidak Tetap Anggota 

7 Jufrin Pegawai Tidak Tetap Anggota 

8 M. Daffid Putra Pegawai Tidak Tetap Anggota 

9 Arif Wijaya Pegawai Tidak Tetap Anggota 

10 Azhar Pegawai Tidak Tetap Anggota 

11 Harun Arasyid Pegawai Tidak Tetap Anggota 

12 Iskandar Pegawai Tidak Tetap Anggota 

13 Amirullah Pegawai Tidak Tetap Anggota 

14 Iin Supriatin Pegawai Tidak Tetap Anggota 

15 Sri Astuti Pegawai Tidak Tetap Anggota 

Table 1.9 : Susunan Satuan Tugas Yuridis Tim I 

No Nama Jabatan Jabatan Dalam Satgas II 

1 Ninik Tri Winarsih, 

A.Md 

Kasubsi Pemberdayaan 

Masyarakat 

Ketua (Merangkap 

Anggota) 

2 Sulaeman Kasubsi Pengaturan 

Tanah Pemerintah 

Anggota 

3 Ustabiul Khair Pengadministrasian 

Umum 

Anggota 

4 Syarifuddin Staf Subseksi 

Penatagunaan Tanah 

dan Kawasan tertentu 

Anggota 

5 Raid Wahyudin Pengadministrasian 

Umum 

Anggota 

6 Eris Hadianti, SE Pegawai Tidak Tetap Anggota 

7 Arif Rahman Pegawai Tidak Tetap Anggota 

8 Deasy Amelya Pegawai Tidak Tetap Anggota 

9 Anita Suchiati, SP Pegawai Tidak Tetap Anggota 

10 Darwis, ST Pegawai Tidak Tetap Anggota 

11 Nova Setya Pegawai Tidak Tetap Anggota  
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Perdana 

Table 1.10 : Susunan Satuan Tugas Yuridis Tim II 

Panitia ajudikasi pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam melaksanakan dan 

menyelesaikan percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap secara tertib, lancar, 

tepat waktu dan bertanggungjawab/akuntabel, Panitia ajudikasi mempunyai tugas, 

antara lain: 

a. Menyiapkan rencana kerja PTSL 

b. Mengumpulkan data fisik dan dokumen asli data yuridis semua bidang tanah yang 

ada di wilayah yang bersangkutan serta memberikan tanda penerimaan dokumen 

kepada pemegang hak atau kuasanya 

c. Memberikan asistensi terhadap kelengkapan persayaratan bukti kepemilikan tanah 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

d. Memeriksa kebenaran forma data fisik dan data yuridis alat bukti kepemilikan 

atau penguasaan tanah 

e. Mengumumkan data fisik dan data yuridis bidang tanah yang sudah dikumpulkan 

f. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pihak pihak yang bersangkutan 

mengenai data yang diumumkan 

g. Mengesahkan hasil pengumuman sebagaimana data fisik dan data yuridis yang 

sudah dikumpulkan akan digunakan sebagai dasar pembukuan hak atau 

pengusulan pemberian serta pendaftaran hak 
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h. Menyampaikan laporan secara periodik dan menyerahkan hasil kegiatan kepada 

kepala kantor pertanahan 

i. Melakukan supervisi pelaksanaan dan hasil pekerjaan Satuan Tugas Fisik dan 

Satuan Tugas Yuridis. 

Hasil dari Pelaksanaan tugas oleh Panitia Ajudikasi yang tecantum dalam Pasal 9 

Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017 dapat terlihat dari adanya 

penerapan pada setiap tahap baik tahap penyuluhan sampai dengan tahap penerbitan 

dan penyerahan sertifikat. 

2. Penyuluhan 

Sebelum pelaksanaan kegiatan pengumpulan data yuridis dan data fisik, diadakan 

terlebih dahulu kegiatan penyuluhan untuk memberikan penjelasan/materi tentang 

program, tujuan, manfaat serta persyaratan permohonan hak atau syarat administrasi, 

obyek, subyek, pelaksanaan PTSL, hak dan kewajiban para peserta/pemohon PTSL 

sesuai peraturan yang berlaku. Awal mula kegiatan penyuluhan dilakukan terlebih 

dahulu melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dengan cara diundangnya unsur 

mufsida dan seluruh Kepala desa yang desanya terdaftar dalam pelaksanaan program 

PTSL. Setelah dilakukan penyuluhan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu maka 

selanjutnya dilakukan lagi penyuluhan ditiap-tiap desa. Sebelum dilakukannya 

penyuluhan petugas tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu menghubungi 

panitia desa Kandai Dua untuk menyampaikan informasi bahwa akan diadakan 

kegiatan penyuluhan tentang pelaksanaan PTSL. Penyampaian informasi ini hanya 
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melibatkan perangkat/pemerintah desa, serta tokoh-tokoh desa yang memiliki 

pengaruh.86 

Setelah seluruh masyarakat Kandai Dua telah mendapatkan informasi dan 

berkumpul dalam satu tempat maka selanjutnya penyuluhan disampaikan oleh 

perwakilan dari salah satu tim Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu kepada 

kelompok masyarakat secara lisan melalui tatap muka.87 Penyuluhan pada desa 

Kandai Dua dilakukan pada hari Rabu tanggal 05 April 2017 dan Jumlah yang hadir 

dalam penyuluhan ada 27 peserta. Pada akhir kesempatan diadakan diskusi dan tanya 

jawab untuk mendapatkan komunikasi dua arah antara pelaksana dan peserta PTSL. 

Pada saat sesi ini pertanyaan yang sering dilontarkan/ditanyakan oleh peserta 

berkaitan dengan apasaja persyaratan yang harus dipenuhi dalam pendaftaran tanah 

serta biaya yang diperlukan. Pertanyaan hanya diajukan oleh beberapa orang saja88, 

hal ini menunjukan adanya tanggapan/respon timbal balik dari masyarakat walaupun 

tidak terlihat begitu antusias.  

Tujuan daripada penyuluhan ini untuk memberitahukan kepada pemilik 

tanah/peserta atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan bahwa di desa 

Kandai Dua akan diselenggarakan kegiatan PTSL. Penyuluhan ini juga bertujuan 

untuk menyampaikan apasaja yang menjadi syarat administrasi yang harus 

                                                           
       86Wawancara dengan Al Farabi, Staf Sub Seksi Penetapan hak dan pemberdayaan tanah 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Februari 2018 

       87Ibid  

       88wawancara dengan M. Yunan, Kepala Desa Kandai Dua Kabupaten Dompu, pada tanggal 02 

April 2018 
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dikumpulkan oleh masyarakat Kandai Dua, bagaimana mekanisme pelaksanaan 

pengumpulan data fisik dan yuridis, serta pembiayaan tidak dibebankan sepenuhnya 

kepada masyarakat dan lain-lain.89 

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu juga menggunakan metode penyuluhan 

secara tidak langsung, penyampaian pesan/informasi dilakukan melalui media cetak 

seperti:90 

a. Poster, yang ditempelkan pada setiap kantor desa/kelurahan  

b. Banner, yang terletak di depan Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu 

Semua metode tersebut ditempuh dengan maksud untuk memperoleh hasil yang 

optimal dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan PTSL 

serta diharapkan lebih bisa mengefektifkan. 

Peneliti berpendapat bahwa pelaksanaan PTSL kemungkinan akan lebih efektif 

apabila Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dalam memberikan penjelasan lebih 

detail dan konkrit terkait materi tentang manfaat bagi masyarakat, pemerintah dan 

Negara atas hasil pelaksanaan program PTSL. Penjelasan tersebut dimaksudkan agar 

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dapat merubah pola pikir masyarakat yang 

hanya berpikiran bahwa tanah dalam kepemilikan yang terpenting adalah 

penggunaannya dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apabila Kantor 

Pertanahan Kabupaten Dompu dapat merubah pola pikir tersebut, maka untuk 

                                                           
       89Ibid 

       90Ibid  
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melaksanakan tahap-tahap selanjutnya dapat dilalui dengan mudah atau 

meminimalisir kendala yang terjadi karena masyarakat telah memahami pentingnya 

tanah untuk didaftarkan. 

Sama halnya bahwa materi tentang kemungkinan biaya yang ditanggung oleh peserta 

PTSL dan mekanisme kegiatan PTSL juga harus disampaikan secara detail sampai 

dengan masyarakat memahami secara penuh. Hal ini dimaksudkan jangan sampai 

masyarakat menganggap pelaksanaan pendaftaran tanah melalui PTSL ini memakan 

biaya yang begitu mahal yang mengakibatkan adanya penurunan antusias serta 

adanya anggapan pengambilan keuntungan oleh panitia desa Kandai Dua dan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Dompu.  

Peneliti berpendapat seperti diatas agar dapat memenuhi dan menjunjung asas 

Sederhana, yakni ketentuan pokok dan prosedur dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 

dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan terutama para pemegang hak 

atas tanah. 

3. Pengumpulan Data Fisik 

a. Penetapan Batas Bidang Tanah 

Sebelum dilakukan pengukuran atas suatu bidang tanah, pertama kali pemohon 

atau pemegang hak atas tanah harus memasang tanda batas pada titik-titik sudut batas 

serta harus ada penetapan batas atas tanahnya terlebih dahulu.  

Dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir dalam penetapan 

batas, maka petugas Fisik/petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu akan 
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menghimbau agar bidang tanah harus diberi tanda batas terlebih dahulu. Apabila 

pemohon selalu tidak dapat hadir dalam penetapan batas, maka petugas fisik 

didampingi oleh petugas Kantor Desa atau panitia desa untuk menetapkan batas 

sementara dan dicatat dalam gambar ukurnya.91 

Begitu juga apabila dalam hal pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak 

bersedia menunjukan batas atau tidak hadir pada penetapan batas, maka penetapan 

batas sementara dilakukan oleh petugas fisik/petugas ukur Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu berdasarkan yang terlihat. Misal pagar, pematang dan lain-lain. 

Batas yang ditetapkan sifatnya hanya sementara, disebabkan karena pemegang hak 

dan/atau pemegang hak yang berbatasan tidak berada dilokasi.92 

b. Pelaksanaan Pengukuran 

Petugas pelaksana pengukuran adalah staf sub seksi pengukuran dan pemetaan 

dengan didampingi juru ukur dan petugas desa. Setelah penetapan batas bidang tanah 

pelaksanaan selanjutnya adalah pelaksanaan pengukuran bidang tanah. Pengukuran 

bidang tanah dilaksanakan untuk menentukan letak geografis, luas, situasi bidang 

tanah untuk lampiran sertifikat, pembuatan peta pendaftaran dan untuk mendapatkan 

data ukuran bidang tanah sebagai unsur pengembalian batas-batas apabila karena 

sesuatu hal batas-batas bidang tanah tersebut hilang. 

                                                           
       91Wawancara dengan Alfan Hidayat, Petugas Pengukuran Pelaksanaan PTSL Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu, pada tanggal 14 Februari 

       92Ibid  
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Dilapangan petugas fisik atau petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu 

dalam pelaksanaan pengukuran menerapkan asas Kontradiktur Delimitasi. Asas 

Kontradiktur Delimitasi adalah sebuah norma yang digunakan dalam Pendaftaran 

Tanah dengan mewajibkan pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan 

penempatan, penetapan dan pemeliharaan batas tanah secara kontradiktur atau 

berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari pihak-pihak yang berkepentingan, yang 

dalam hal ini adalah pemilik tanah yang berbatasan dengan tanah yang dimilikinya. 

Ketentuan mengenai asas ini terdapat dalam Pasal 17, 18 dan 19 Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Asas ini harus sudah 

terpenuhi, dalam artian bahwa telah memenuhi persetujuan pemasangan tanda batas 

oleh para pihak yang berkepentingan yaitu pihak pemohon dan pihak yang berbatasan 

dengan bidang tanah pemohon. Bidang tanah yang belum dipasang tanda batas belum 

boleh dilakukan pengukuran. Petugas Ukur biasanya dalam sehari melakukan 

pengukuran terhadap 20 sampai dengan 25 bidang tanah.93 

Untuk mengidentifikasi satu bidang tanah dan membedakan dengan bidang tanah 

lainnya, Petugas Fisik Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dibantu oleh petugas 

Desa dalam meninjau bidang tanah, sehingga dengan mudah mencari dan 

membedakan bidang tanah yang dimaksud. 

c. Gambar Ukur dan Pemetaan Bidang Tanah 

                                                           
       93Ibid   
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Setelah pelaksanaan penetapan batas bidang dan pelaksanaan pengukuran, 

pertugas fisik atau petugas ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu selanjutnya 

membuat Gambar Ukur. Gambar Ukur pada prinsipnya memuat data hasil 

pengukuran bidang tanah yang berupa jarak, sudut, nilai koordinat maupun gambar 

bidang tanah dan situasi sekitarnya. Gambar Ukur adalah dokumen tempat 

mencantumkan gambar suatu bidang tanah atau lebih dan situasi sekitarnya serta data 

hasil pengukuran bidang tanah. 

Dalam pengukuran petugas fisik membawa Gambar Ukur, pengukuran 

dilaksanakan dengan syarat dan teknis:94 

1) Dapat digambar 

2) Diketahui letaknya 

3) Dapat dihitung luasnya 

4) Dapat direkonstruksi 

Setelah memenuhi syarat tersebut maka selanjutnya dicantumkan ke dalam 

Gambar Ukur. Apabila syarat tersebut telah terpenuhi maka secara otomatis 

memenuhi pemetaan bidang. 

Penerapan asas kontadiktur delimitasi dalam pengukuran, yakni bidang tanah 

telah memenuhi kesepakatan para pihak dalam pemasangan tanda batas, yaitu pihak 

pemohon dengan pihak yang berbatasan dengan bidang tanah pemohon, telah sesuai 

                                                           
       94Wawancara dengan Alfan Hidayat, Petugas Pengukuran Pelaksanaan PTSL Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu, pada tanggal 14 Februari 2018 
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dengan peraturan yang berlaku. Penerapan asas ini secara tidak langsung juga telah 

menerapkan asas Aman, yakni pendaftaran tanah diselenggarakan secara teliti dan 

cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum. 

Apabila asas kontradiktur delimitasi tersebut tidak diterapkan maka akan menjadi 

masalah tersendiri bagi petugas fisik Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. 

 

 

4. Pengumpulan data yuridis 

Pengumpulan data yuridis dilakukan oleh 1 sampai dengan 2 orang petugas 

yuridis yang ditunjuk oleh ketua tim dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dan 

dibantu oleh panitia desa Kandai Dua yang berjumlah sekitar 1 sampai dengan 2 

orang. 

Pelaksanaan awal data yuridis yang dimulai dari pengumpulan data oleh panitia 

desa untuk pendataan awal peserta/pemohon PTSL. Setelah mendapatkan dari 

peserta/pemohon yang akan mengikuti program PTSL, kemudian panitia/tim dari 

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu yang dibantu oleh panitia desa melakukan 

pengumpulan syarat administrasi, meliputi:95 

                                                           
       95Wawancara dengan Al Farabi, Staf Sub Seksi Penetapan hak dan pemberdayaan tanah 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Februari 2018 
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a. Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau 

kuasanya bermaterai cukup 

b. Surat Kuasa apabila dikuasakan 

c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

d. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) 

e. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB 

f. Alas Haknya (jual beli, hibah, warisan atau surat-surat lainnya yang berkaitan 

dengan tanah) 

Setelah peserta/pemohon PTSL mengumpulkan syarat administrasi diatas, lalu 

petugas yuridis berhak mengisi blanko yang telah disiapkan oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu, dan setelah mengisi blanko tersebut, petugas yuridis berhak 

mengentri data yuridis. Dari data entri inilah yang akan menjadi produk sertifikat 

karena akan dicocokan antara data fisik dengan data yuridis.96 

5. Pemeriksaan tanah 

Pemeriksaan tanah dilakukan untuk meneliti kesesuaian antara data yuridis (surat-

surat kelengkapan dari berkas pemohonan) dengan data fisik (hasil pengukuran 

bidang tanah yang dimohonkan), serta hubungan hukum antara pemohon dengan 

tanah yang dimohonkan. 

Pemeriksaan tanah dilakukan oleh petugas yuridis, dimana kesimpulan dari 

pengisian data yuridis oleh panitia dituangkan dalam Risalah Pengolah Data (RPD) 

                                                           
       96Ibid 
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dan risalah panitia A pada saat melakukan pemeriksaan tanah dilapangan. Pada saat 

pemeriksaan atau memverifikasi data, petugas yuridis didampingi oleh panitia desa 

untuk menjelajah bidang-bidang tanah yang dimohonkan sambil mencocokan dengan 

data-data yang telah terkumpul, serta menanyakan/memeriksa bahwa bidang tanah 

tersebut apakah tejadi permasalahan sengketa atau tidak.97 

Apabila dalam proses pemeriksaan tanah dan panitia menemukan ketidakcocokan 

antara data yuridis dan data fisik, maka panitia akan mengembalikan berkas yang 

bersangkutan pada pemohon untuk dilengkapi terlebih dahulu, dan sama halnya 

apabila tanah tersebut statusnya sedang mengambang atau dengan kata lain dalam 

sengketa maka berkas-berkas akan dikembalikan.98 

6. Pengumuman dan penetapan hak 

Setelah dilakukannya pemeriksaan tanah dimana antara data fisik dan data yuridis 

telah dianggap cocok maka selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu 

melakukan kegiatan pengumuman atas tanah yang dimohonkan haknya. 

Pengumuman dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dan Kantor 

Desa Kandai Dua dengan cara menempelkan pada papan pengumuman.99 

Pengumuman dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada pihak-pihak 

yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan atau sanggahan terhadap data fisik 

                                                           
       97Wawancara dengan Al Farabi, Staf Sub Seksi Penetapan hak dan pemberdayaan tanah 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Februari 2018 

       98Ibid 

       99Ibid 
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dan data yuridis. Pengumuman dilakukan dalam jangka waktu selam 14 hari. Apabila 

keberatan diajukan pada saat masa pengumuman maka akan di tindak lanjuti oleh 

pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, namun apabila keberatan diajukan 

setelah masa pengumuman maka pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu tidak 

akan menanggapi lebih lanjut.100 

Keberatan atau sanggahan bila muncul dari pihak yang berkepentingan baik itu 

oleh pemohon atau pihak keluarga ataupun pihak lain yang merasa kepentingannya 

dirugikan atas informasi dari pengumuman yang telah disampaikan oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Dompu, maka keberatan tersebut harus disampaikan dengan 

alasan yang sah disertai dengan dilengkapinya bukti-bukti yang sah. Apabila 

keberatan tersebut dianggap sah maka Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu berhak 

tidak melanjutkan proses pembuatan sertifikat dan mengembalikan berkas kepada 

pemohon agar permasalahannya diselesaikan terlebih dahulu, karena pada sistemnya 

Kantor Pertanahan adalah produk hukum secara administrasi, jadi Kantor Pertanahan 

hanya sekedar menunggu surat dari pihak yang bermasalah atau sedang bersengketa. 

Bila permasalahan atau sengketa telah selesai maka para pihak harus bersurat kembali 

ke Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu untuk mencabut dan melanjutkan kegiatan 

pensertifikatan. Jika kekeliruan muncul dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu 

oleh petugas fisik maupun petugas yuridis maka akan dilakukan perbaikan.101 

                                                           
       100Ibid 

       101Wawancara dengan Al Farabi, Staf Sub Seksi Penetapan hak dan pemberdayaan tanah 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Februari 2018 
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Ada ketidaksesuaian antara tugas panitia ajudikasi pada poin yang menjelaskan 

bahwa panitia ajudikasi memfasilitasi penyelesaian sengketa antar pihak-pihak yang 

bersangkutan mengenai data-data yang diumumkan. Berdasarkan fakta diatas bahwa 

apabila dalam jangka waktu selama 14 hari pengumuman terjadi suatu keberatan 

maka para pihak yang mengajukan keberatan tersebut dipersilahkan untuk 

menyelesaikan permasalahannya. Jika permasalahan telah diselesaikan maka 

pemohon atau pihak yang berkepentingan harus mengsurati kembali Kantor 

Pertanahan Kabupaten Dompu agar keberatan yang diajukan bisa segera dicabut. Hal 

ini terlihat bahwa tidak adanya keterlibatan panitia ajudikasi dalam memberikan 

fasilitas untuk penyelesaian masalah. 

Untuk kegiatan penetapan hak, dilakukan setelah proses pengumuman selesai. 

Sebagai persyaratan proses penetapan haknya, data fisik dan data yuridis diumumkan 

dalam jangka waktu selama 14 hari. Penetapan hak diproses melalui pemberian hak 

atas tanah dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, 

atau bisa diwakilkan oleh Ketua panitia ajudikasi untuk menandatangani Surat 

Keputusan Penetapan Hak.102 

7. Pembukuan Hak 

Pembukuan hak berdasarkan hasil daripada penetapan haknya. Dalam proses 

Keputusan pemberian hak atas tanah. Pihak yang bertanggung jawab dalam hal ini 

adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dan ketua tim yang bertugas di 

                                                           
       102Ibid  
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desa Kandai Dua melalui hasil penelitian dan pengolahan data dari tim yuridis yang 

menetapkan apakah layak diterbitkan sertifikat atau tidak. Dengan ditanda tanganinya 

Risalah panitia A oleh Ketua panitia ajudikasi. Proses selanjutnya adalah pembuatan 

sertifikat atas nama pemohon.103 

8. Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat 

Penerbitan sertifikat pada intinya sama seperti pembuatan buku tanah/pembukuan 

hak. Panitia ajudikasi mencetak sertifikat hak atas tanah, dan Kepala Kantor 

melakukan penandatanganan sertifikat.104 

Untuk penyerahan sertifikat PTSL, pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu 

selalu melibatkan panitia desa, karena tidak serta merta sertifikat yang telah jadi ini 

tidak ada masalah. Masalah dalam hal kesalahan gambar, kesalahan luas pengukuran 

dan lain sebagainya, hal ini dimaksudkan apabila ada masalah dapat langsung 

diselesaikan.105 

Penyerahan sertifikat dengan cara Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu 

membawa seluruh sertifikat yang telah jadi ke Kantor desa Kandai Dua untuk 

dibagikan. Apabila sertifikat yang telah dibawa masih tersisa dalam artian belum 

dapat dibagikan/diserahkan seluruhnya maka akan dibawa kembali oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Dompu, karena pengambilan harus pemohon itu sendiri. Jika 

                                                           
       103Wawancara dengan Al Farabi, Staf Sub Seksi Penetapan hak dan pemberdayaan tanah 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Februari 2018 

       104Ibid 

       105Ibid  
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pemohon tidak dapat hadir untuk melakukan pengambilan maka dapat diwakilkan 

oleh orang lain dengan syarat adanya kuasa dari pemohon.106 

C. Faktor-faktor yang menjadi Kendala dalam pelaksanaan PTSL 

1. Tingkat Pendidikan Masyarakat 

Dari sekian banyak jumlah penduduk Kabupaten Dompu, sebagian besar 

pendidikan terakhir yang dianut adalah Sekolah Tinggi Menengah Atas (SMA). 

Tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah ini menyebabkan tidak 

semua komponen masyarakat memahami dan memiliki daya tanggap yang cepat 

terkait pelaksanaan PTSL. Masih banyak anggapan oleh masyarakat bahwa program 

pensertifikatan secara massal melalui Program PTSL ini memakan biaya yang mahal 

dan pengurusannya pun sangat susah, karena dalam hal ini masyarakat Kabupaten 

Dompu masih banyak yang menggantungkan bantuan untuk kebutuhan hidup dari 

pemerintah.107 

2. Pemohon PTSL susah untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran 

Kendala ini merupakan permasalahan yang sangat sering ditemui oleh Kantor 

Pertanahan Kabupaten Dompu karena berkaitan dengan suatu pekerjaan. Untuk 

masyarakat ekonomi rendah sebagian besar pekerjaan Masyarakat Kabupaten Dompu 

berprofesi sebagai petani dan tukang bangunan. Profesi petani yang diemban 

mengharuskan masyarakat untuk melakukan pekerjaannya yaitu penggarapan sawah 

                                                           
       106Ibid 

       107Wawancara dengan Al Farabi, Staf Sub Seksi Penetapan hak dan pemberdayaan tanah 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Februari 2018 



83 
 
 

 
 

yang dimulai pada subuh hari sampai dengan matahari terbenam. Sawah yang akan 

digarap oleh pemiliknyapun tidak hanya berada dalam satu wilayah tempat tinggal 

namun juga berada diluar dari wilayah tempat tinggal pemilik sawah. Serta profesi 

tukang bangunan, dimana mereka bisa berminggu-minggu bahkan berbulan 

meninggalkan rumahnya untuk pergi bekerja.108 

Untuk tanah yang telah terpasang tanda batas namun ditinggal pergi bekerja oleh 

pemohon, dimana Kantor Pertanahan Dompu akan melakukan kegiatan pengukuran 

maka dalam hal ini tindakan penyelesaian yang dilakukan oleh Petugas Fisik yaitu 

tetap melakukan pengukuran sementara. Dalam pengukuran Petugas Fisik ditemani 

oleh Panitia Desa dan pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan bidang tanah 

pemohon, yang bertugas untuk menunjukan batas dari bidang tanah yang 

dimohonkan oleh pemohon. Pengukuran sementara ini dilakukan untuk 

mengefektifkan waktu pelaksanaan PTSL.109 

 

3. Tanda batas tidak tepasang 

Untuk kendala ini masih berkaitan dengan kendala yang sebelumnya. Pada 

kendala ini pemohon tidak melakukan pemasangan tanda batas dengan beberapa 

alasan, baik itu karena belum ada waktu yang tepat, masih terjadi sengketa dengan 

pemilik tanah yang berbatasan hal ini menyebabkan penundaan kegiatan pelaksanaan. 

                                                           
       108Wawancara dengan Al Farabi, Staf Sub Seksi Penetapan hak dan pemberdayaan tanah 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Februari 2018 

       109Ibid 
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Tindakan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu terkait tidak terpasangnya tanda 

batas ini yaitu tidak dilakukannya pengukuran terhadap bidang tanah yang 

dimohonkan, hal ini dilakukan untuk menghindari pihak Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu agar tidak timbul permasalahan atau sengketa dengan pihak 

pemohon atau yang berbatasan dengan pemohon atau pihak-pihak lain yang 

berkepentingan.110 

4. Kelengkapan syarat administrasi 

Pada saat petugas yuridis bersama panitia desa melakukan pengumpulan syarat 

administasi, ternyata masih ada persyaratan yang belum lengkap yang dibawa oleh 

pemohon pada saat pengumpulan. Untuk pemohon yang telah melengkapi syaratnya 

maka petugas yuridis akan membawa data tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten 

Dompu karena sudah dianggap lengkap dan memenuhi persyaratan administrasi. 

Untuk pemohon yang belum melengkapi beberapa persyaratan maka petugas yuridis 

yang dibantu oleh panitia desa untuk mendata komponen syarat apasaja yang belum 

dilengkapi oleh pemohon agar secepatnya dapat dilengkapi. Untuk syarat yang masih 

kurang, pemohon dapat memilih untuk melengkapi melalui Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu atau membawa kelengkapan tersebut ke panitia desa.111 

5. Kondisi Geografis wilayah Kabupaten Dompu 

                                                           
       110Wawancara dengan Al Farabi, Staf Sub Seksi Penetapan hak dan pemberdayaan tanah 

masyarakat Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, pada Tanggal 15 Februari 2018 

       111Ibid 



85 
 
 

 
 

Sebagian besar kondisi wilayah Kabupaten Dompu atau lokasi dalam pelaksanaan 

program PTSL adalah berbukit-bukit, hal ini ditunjukan dari data statistik pada 

tinjauan umum Kabupaten Dompu diatas yang menunjukan kondisi geografis wilayah 

Kecamatan Woja bahwa 15-40 % adalah curam dan 40% sangat curam sedangkan 

landai 2-15% dan datar 0-2%. 

D. Upaya Mengatasi Kendala Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap Di kabupaten Dompu 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terlihat adanya kendala-

kendala dalam pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang berimplikasi 

pada ketidaklancaran proses kegiatan pelaksanaan tersebut. Untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi masyarakat/pemohon PTSL, Pemerintah Daerah dan 

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus dapat menjalin kerjasama dalam 

memperlancar proses pelaksanaannya. Usaha yang dapat dicapai menurut penulis 

diantaranya: 

a. Dalam mengatasi permasalahan atau kendala seperti diatas khususnya dalam hal 

tingkat pemahaman masyarakat tentang PTSL ini, maka pihak Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu harus melakukan upaya penyelesaian dengan melakukan 

penyuluhan. Penyuluhan merupakan salah satu tahap dari pelaksanan PTSL, dan 

ada beberapa materi yang disampaikan, namun pihak Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu harus lebih menekankan atau lebih menjelaskan secara intensif 

dan konkrit tentang materi pembiayaan serta menekankan bahwa pelaksanaan 
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program pensertifikatan ini sangat mudah untuk dilakukan. Penyampaian materi 

harus menggunakan bahasa yang sederhana dan lebih bagus jika penyuluhan 

menggunakan bahasa daerah Kabupaten Dompu, karena rata-rata masyarakat 

Kabupaten Dompu jarang yang dapat menanggapi dengan cepat penggunaan 

bahasa indonesia.  Pada tahap penyuluhan ini harus diadakan sesi tanya jawab 

sampai dengan tidak adanya sesuatu yang membingungkan masyarakat. Selain itu 

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dapat menggunakan Brosur sebagai alat 

penyampaian informasi yang dapat dibawa kemana-mana oleh peserta/pemohon. 

Brosur dapat dibagikan kepada masyarakat Kandai Dua pada saat pelaksanaan 

penyuluhan dan disediakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus berhasil mengubah pola pikir 

masyarakat Kabupaten Dompu yang beranggapan bahwa tanah itu yang 

terpenting adalah dapat diambil manfaatnya dan memenuhi kebutuhan hidup. 

Kantor Pertanahan harus berhasil menumbuhkan kesadaran bahwa tanah juga 

memerlukan perlindungan hukum agar ketika suatu saat terjadi permasalahan 

yang yang mengakibatkan masuk dalam wilayah pengadilan, pemilik tanah dapat 

membuktikan kepemilkannya. Hal ini juga dilakukan agar tidak menimbulkan 

permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL untuk tahun-tahun kedepannya. 

b. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menunjukan bahwa bentuk 

koordinasi Pemerintah Daerah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu 

hanya bersifat sekedar mengetahui dan menginstruksikan kepada Kepala Wilayah 

Kecamatan yang berada dalam wilayah Kabupaten Dompu. Anggaran yang 
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didapatkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu untuk pelaksanaan 

program PTSL ini Murni dari APBN dan tidak ada sumber anggaran lain dalam 

pelaksanaannya. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 

2017 Pasal 33 tentang sumber pembiayaan dapat berasal dari berbagai sumber 

salah satunya adalah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, 

Kabupaten/Kota, dan Dana Desa. Hal ini menunjukan bahwa kerjasama antara 

Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu dengan Pemerintah Daerah dapat 

ditingkatkan lagi yang dari awal adalah sifatnya sekedar mengetahui dan 

menginstruksi menjadi penambahan anggaran pelaksanaan PTSL oleh Pemerintah 

Daerah melalui APBD ataupun bantuan subsidi pengadaan Pal (tanda batas) ke 

setiap Desa. Penambahan biayaan melalui APBD bukan tanpa alasan, dengan 

adanya pelaksanaan Program PTSL oleh Kantor Pertanahan dapat membantu 

Pemerintah Daerah dalam mensukseskan kinerja di bidang pertanahan dalam 

wilayah otonominya. 

APBD dan dana CSR dapat menjadi alternatif pembiayaan Pelaksanaan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, untuk itu masing-masing Kepala Kantor 

Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota agar 

melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota 

atau BUMN/D dalam rangka pembiayaan pensertifikatan tanah melalui 

APBD/CSR. Apabila pembiayaan pensertifikatan tanah melalui APBD/ CSR 

disepakati maka Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten/ Kota agar melaporkan kepada 3 Menteri Agraria dan Tata 
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Ruang Cq. Sekretaris Jenderal dengan disertai naskah perjanjian hibah yang sudah 

ditandatangani para pihak, adapun tata cara hibah untuk membiayai legalisasi aset 

mengacu pada Surat Sekretaris Jenderal Nomor 3661/2.3-100/VIII/2016 tanggal 

24 Agustus 2016 hal Petunjuk Teknis Pengelolaan Hibah Langsung Uang Untuk 

Membiayai Kegiatan Legalisasi Aset.112 

E. Perbedaan Pendaftaran Tanah Sistematis melalui Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 12 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 

No  Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 12 Tahun 

2017 

Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 

1 Susunan Panitia 

ajudikasi 

- Ketua 

- Wakil Ketua I 

- Wakil Ketua II 

- Sekretaris 

- Kepala Desa di tunjuk 

sebagai anggota 

- Anggota dari unsur 

Kantor Pertanahan 

- Ketua 

- Wakil Ketua I 

- Wakil Ketua II 

- Sekretaris 

- Kepala Desa di tunjuk 

sebagai anggota 

 

2 Tugas Panitia 

Ajudikasi 

Ada salah satu tugas 

Panitia ajudikasi dalam 

pelaksanaan pendaftaran 

Ada salah satu tugas 

Panitia Ajudikasi dalam 

pelaksanaan pendaftaran 

                                                           
             112Petunjuk Teknis tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 
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tanah sistematis melalui 

PTSL yang tidak ada di 

PP No. 24 Tahun 1997 

tanah sistematis melalui 

PP No.24 Tahun 1997 

yang tidak ada di 

Permen Agraria No. 12 

Tahun 2017 

3 Penyuluhan - Kantor Pertanahan 

- Kantor Desa 

- Pemda Tingkat II 

- Kantor Departemen 

Penerangan Kab/Kota 

- Kantor Pelayanan 

Pajak Bumi dan 

Bangunan 

- Kantor Kecamatan 

- Instansi lain yang 

dianggap perlu 

4 Pengumuman 14 Hari 30 Hari 

5 Syarat 

Administrasi 

Pelaksanaan pendaftaran 

tanah sistematis melalui 

PTSL di Kab. Dompu : 

- Formulir permohonan 

- Surat Kuasa apabila 

dikuasakan 

- Fotocopy KTP, KK dan 

SPPT PBB 

- Alas Hak (Surat wasiat, 

Jual beli, warisan, hibah, 

dan yang berkaitan 

dengan tanah) 

-  

- Formulir Permohonan 

- Surat Kuasa apabila 

dikuasakan 

- Fotocopy KTP dan 

KK 

- Surat Pernyataan 

penguasaan fisik bidang 

tanah bermaterai cukup 

- Surat pernyataan tidak 

melanggar ketentuan 

pemilikan bermaterai 

cukup 

- Surat keterangan 
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perolehan hak atas tanah 

- Surat Pernyataan batas 

dan bidang tanah tidak 

sengketa bermaterai 

cukup 

- Fotocopy SPPT PBB 

- Surat surat lain jika 

diperlukan 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan uraian diatas mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah secara massal 

melalui Pendafataran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), maka dalam kesempatan ini, 

Penulis bermaksud untuk memberikan kesimpulan dari hasil penelitian dan 

pembahasan sebagai berikut: 

1. Bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah 

salah satu kegiatan pemerintah dibidang pendaftaran tanah yang berupa 

pensertifikatan secara massal dalam rangka membantu seluruh golongan, 

terutama golongan ekonomi menengah dan ekonomi rendah. Program PTSL 

akan dilaksanakan secara rutin setiap tahunnya, dimana sebagian besar 

sumber dananya ditanggung oleh Pemerintah, serta tahap-tahap dalam 

pelaksanaan PTSL di Kabupaten Dompu sudah dapat berjalan dengan baik 

dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan 

Menteri Agraria Nomor 12 Tahun 2017. Ha ini terlihat dari Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu telah mencapai target yaitu 9000 bidang tanah telah selesai 

pendaftarannya sesuai dengan tahun anggaran PTSL 2017. Tingkat 

keberhasilan ini ditunjukan  melalui jangka waktu pelaksanaan yang hanya 9 

bulan kerja dari 1 tahun anggaran kerja, serta terbitnya seluruh sertifikat bagi 

bidang tanah yang terdaftar dalam program PTSL. Dari data diatas 
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menunjukan bahwa program PTSL mendorong adanya percepatan 

pelaksanaan legalisasi asset di wilayah Kabupaten Dompu  

2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan PTSL di Kabupaten 

Dompu, antara lain: 

a. Tingkat pendidikan masyarakat yang masih sangat rendah, menyebabkan 

tidak semua komponen masyarakat memahami dan memiliki daya tanggap 

yang cepat terkait pelaksanaan PTSL. 

b. Pemohon PTSL susah untuk dihadirkan pada saat kegiatan pengukuran 

karena adanya beberapa kesibukan. 

c. Pemohon tidak melakukan pemasangan tanda batas dengan beberapa 

alasan, baik itu karena belum ada waktu yang tepat ataupun masih terjadi 

sengketa dengan pemilik tanah yang berbatasan hal ini menyebabkan 

penundaan kegiatan pelaksanaan. 

d. Kelengkapan pengumpulan syarat administrasi oleh para pemohon 

e. Sebagian besar kondisi geografis wilayah Kabupaten Dompu atau lokasi 

dalam pelaksanaan program PTSL merupakan bukit-bukit curam. 

B. SARAN 

Setelah penulis mengambil beberapa kesimpulan dari data dan informasi yang 

telah di analisa, maka penulis akan mencoba untuk memberikan beberapa saran 

kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu, Pemerintah Daerah maupun kepada 

masyarakat pada umumnya, agar pelaksanaan PTSL tahun yang akan datang dapat 

dilaksanakan dengan baik. Adapun saran-saran yang penulis kemukakan antaran lain: 
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1. Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus lebih meningkatkan kinerjanya 

tugasnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat baik mengenai 

informasi pendaftaran tanah, informasi tentang syarat-syarat apa saja yang harus 

dimiliki pemohon. Sekaligus apabila ada biaya yang dibebankan pada peserta 

PTSL nantinya, hal tersebut agar tidak menjadi permasalahan dalam kelancaran 

pelaksanaannya.  

2. Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus lebih memperhatikan tindakan dalam 

pelaksanaan PTSL yaitu terkait penghapusan pemohon dari peserta PTSL secara 

lisan baik melalui panitia desa ataupun terhadap pemohon langsung. Hal ini perlu 

diperhatikan lebih lanjut karena berkaitan dengan hak seseorang untuk 

memperoleh kepastian hukum atas tanahnya. 

3. Kantor Pertanahan Kabupaten Dompu harus meningkatkankerjasama dengan 

Pemerintah daerah dalam pelaksanaan kegiatan PTSL, agar dapat 

mengoptimalkan kegiatan daripada pelaksanaan tersebut. Maka hal ini harus 

dimulai dengan adanya bentuk koordinasi yang lebih antara Kantor Pertanahan 

Kabupaten Dompu, Pemerintah Daerah dan masyarakat. 

4. Untuk Kantor Desa, diperlukan bisa mengkoordinasikan dengan warganya dengan 

cara melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada warga yang mungkin 

masih kurang antusias dalam artian masih memiliki anggapan bahwa pelaksanaan 

PTSL ini susah. 

5. Untuk warga desa yang akan mengikuti program PTSL tahun berikutnya, apabila 

adanya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten 
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Dompu jika bisa datang tepat waktu dan tidak diwakilkan agar informasi yang 

disampaikan tidak setengah-setengah masuk dalam pemahaman dan sesuai apa 

yang disampaikan oleh Petugas, sehingga setelah dilakukannya penyuluhan 

masyarakat dapat melakukan persiapan. 

6. Untuk mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian mengenai PTSL, bahwa 

PTSL merupakan kegiatan yang rutin dilakukan oleh pemerintah. PTSL diadakan 

di seluruh Indonesia berdasarkan anggaran yang disediakan oleh pemerintah. 

Pelaksanaan PTSL disetiap daerah berbeda-beda dan memiliki ciri khas masing-

masing, sehingga kemungkinan ditemukannya permasalahan-permasalahan baru 

yang dapat menjadi bahan penelitian. 
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